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ABSTRAK 

Nama    : Mutia 

NIM    : 170105010 

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara 

Pembimbing I  : H. Edi Darmawijaya. M. Ag 

Pembimbing II  : Muhammad Iqbal, M.M. 

Tebal skripsi  : 65 Halaman 

Kata Kunci  : Covid 19, Transparansi Data Pasien, Fiqh Siyasah. 

 

Pelaksanaan pencegahan wabah Covid-19, transparansi pengungkapan data 

pasien Covid-19 menjadi perdebatan antara pembuat kebijakan dan masyarakat 

dalam hal pro dan kontra. Bagi yang mendukung pengungkapan penuh data 

pribadi pasien Covid-19, mereka yakin tindakan tersebut dapat membantu 

mengantisipasi penyebaran secara terorganisir. Namun, beberapa penentang 

menyatakan tentangan karena dapat menyebabkan diskriminasi dan 

penganiayaan sepihak terhadap pasien. Yang menjadi pertanyaan dalam 

penelitian ini adalah bagaimana transparansi informasi data pasien menurut 

undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 

Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran. Bagaimana perlindungan hukum 

yang diberikan  kepada individu pemilik rekam medis. Dan bagaimana tinjauan 

fiqh siyasah terhadap transparansi data pasien Covid-19. Penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan 

dan pendekatan penelitian normatif-yuridis, data dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan content analisis. 

Peraturan perundangan telah mengatur syarat apa saja yang bisa menjadi alasan 

pembukaan rahasia kedokteran dan rekam medis yang mana pada keduanya 

dapat berisi data pribadi pasien. Adanya syarat yang disebutkan dengan frasa 

seperti “atas perintah perundang-undangan,” “demi kepentingan umum,” “dalam 

kondisi wabah,” “kepentingan masyarakat,” maka kondisi pandemi Covid-19 

jelas termasuk dalam syarat pengecualian tersebut. Perlindungan hukum 

merupakan sebuah perlindungan yang berbentuk suatu perangkat baik bersifat 

preventif atau represif dan berbentuk lisan maupun tertulis yang diberikan 

kepada individu atau subjek hukum. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi 

warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi 

negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi negaranya. Di 

dalam fiqh siyasah penanganan wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai 

bentuk jihad Pemerintah dan masyarakat. 
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 Konsonan 
 

Huruf 
Arab 

Nama 
Huruf 

Latin 
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Arab 
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 Syīn Sy ش
es dan 

ye 
 Hamzah ‘ Apostrof ء



ix 
 

 Şad Ş ص
Es 

(dengan 

titik di 

bawah)’ 

 Yā y Ye ي

 Dad ḑ De ض

(dengan 

titik di 

bawah) 

    

 

 

  Konsonan 

  Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

 Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagi berikut: 

 Tanda Nama Huruf Latin 

  َ ´ Fatḥah A 

  َ ¸ Kasrah I 

  َ ´ Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fatḥah dan ya Ai ي َ  ´

 Fatḥah dan wau Au و َ  ´
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Contoh: 

فيك  : kaifa 

 haula : هول

 

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ´/ي

ي¸ ´َ    Kasrah dan ya Ī 

َ   ´  ي ´ Dammah dan wau Ū 

 

Contoh: 

: لاق    :   qāla 

رمى   : Ramā 

 : لىق    :   Qīla 

  : لوقى  :   Yaqūlu 

 

d. Ta Marbutah (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: 

 Ta marbutah (ة) hidup 

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 
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 Ta marbutah (ة) mati 

Ta marbutah (ة) mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah  h. 

 Kalau pada suatu kata yang kahir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

لافلطاا ةضور    : rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl 

al-Munawwarah/ al-Madīnah :   ةزونملا ةدىنملا 

 

Modifikasi: 

 Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman. 

 Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya. 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam memperoleh informasi yang akurat di era terbuka sekarang 

ini, masyarakat luas harus mewaspadai format pelaporan kejadian yang 

transparan. Tuntutan ini secara tidak langsung mengarah pada batasan antara 

privasi pribadi dan kepentingan publik. Pemerintah berkewajiban 

menyediakan berita / informasi yang transparan dan akurat untuk mencegah 

terjadinya kekacauan sosial di masyarakat. Digitalisasi berita yang 

terintegrasi langsung pada perangkat ponsel pintar (smart phone) dan 

perangkat elektronik lainnya juga telah mengubah tatanan peradaban 

manusia global. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah Indonesia 

menyatakan Coronavirus Disease (COVID-19) 2019 sebagai pandemi sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat, dan Pemerintah Indonesia 

menyatakan COVID-19 merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat 

yang harus diperhatikan. Satgas Indonesia Percepatan Penanganan Covid-19 

mencatat pada 26 Juni 2020 terdapat catatan kasus harian yaitu 1.385 kasus 

baru, 1.198 kasus baru di hari berikutnya, dan 1.082 kasus baru, jumlah total 

kasus baru. Total kasus 55.092. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan 

yang meluas di masyarakat, serta menimbulkan kepanikan dan gejolak di 

masyarakat. 

Penyebaran Covid 19 telah menjadi salah satu kekhawatiran di dalam 

masyarakat meskipun pada saat awal keberadaan virus ini, berbagai upaya 

yang berbentuk peringatan dari pemerintah belum benar-benar dipatuhi oleh 

masyarakat. Bahkan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa virus 

tersebut tidak akan menyebar luas sebagaimana di negara tempat awal 
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penyebarannya. Penyediaan fasilitas rekam medis merupakan alat bukti 

dalam proses pelayanan kesehatan  yang  telah  diberikan  kepada  pasien.  

Rekam medis  merupakan  milik  rumah sakit  yang  harus  dipelihara  

karena  sangat  besar  manfaatnya  bagi pasien,  bagi  dokter, dan bagi rumah 

sakit. Rumah  sakit  bertanggung  jawab menjaga  dan  melindungi  segala  

informasi terkait  kerahasiaan  rekam  medis  pasien. Bentuk 

pertanggungjawaban yang diberikan rumah sakit antara lain 

pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum 

administratif dan pertanggungjawaban hukum pidana. Identifikasi bentuk 

tanggung jawab rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan rekam medis..
1
 

Dalam proses pelaksanaan pencegahan wabah Covid-19, transparansi 

pengungkapan data pasien Covid-19 menjadi perdebatan antara pembuat 

kebijakan dan masyarakat dalam hal pro dan kontra. Bagi yang mendukung 

pengungkapan penuh data pribadi pasien Covid-19, mereka yakin tindakan 

tersebut dapat membantu mengantisipasi penyebaran secara terorganisir. 

Namun, beberapa penentang menyatakan tentangan karena dapat 

menyebabkan diskriminasi dan penganiayaan sepihak terhadap pasien, 

keluarga, dan kerabat mereka di masyarakat. Seperti pada kejadian pada 

pasien 01 dan 02, data pribadi mereka disebarluaskan oleh oknum-oknum 

yang tidak bertanggung jawab, antara lain rumah, foto, anggota keluarga, 

dan lokasi kerja terkait.   

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat 2 undang-undang, sudah 

menjadi kewajiban hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan 

wabah ini untuk memberikan data dan informasi pasien Covid-19 secara 

transparan dan komprehensif serta harus dilaksanaka. Keputusan No. 36 

tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Kesehatan 

                                                             
1
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008, Tentang Rekam 

Medik. 
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Nasional" menetapkan bahwa hak untuk menjaga kerahasiaan informasi 

pribadi dianggap tidak sah dalam hal peraturan perundang-undangan dan 

kepentingan publik. Situasi ini telah menimbulkan konflik hukum yang 

besar antara perlindungan hak-hak privat dan realisasi kepentingan publik. 

Keamanan rekaman media harus ditangani dengan cara yang berbeda, dan 

keterbukaan kepada publik menjadi tantangan bagi keberadaan hak asasi 

manusia privat. Privasi medis juga dapat merujuk pada interaksi antara 

pasien dengan provider. Dalam institusi medis, data rekam medis pasien 

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada individu yang 

bersangkutan dan bersifat rahasia, sehingga perlu adanya perlindungan 

hukum.
2
 

Ketika penyakit menular merebak, pengawasan kesehatan 

masyarakat menjadi pekerjaan pokok yang harus dilakukan. Namun, jika 

rahasia medis (termasuk nama, alamat, diagnosis, riwayat keluarga, dll. 

Yang dikumpulkan selama wabah penyakit diungkapkan tanpa persetujuan 

pasien, hal itu dapat menimbulkan risiko bagi personel terkait. Data ini perlu 

ditangani dengan hati-hati, karena jika informasi tentang dirinya (terutama 

data dengan hasil tes positif) bocor ke publik, maka individu yang 

bersangkutan dapat distigmatisasi dan didiskriminasi. Oleh karena itu, 

regulasi dan pedoman penggunaan informasi medis pada saat wabah 

penyakit menular memerlukan pendalaman etika yang baik. Ada beberapa 

aturan dan pedoman untuk mengontrol kerahasiaan pasien saat terjadi 

wabah. Undang-undang dan peraturan serupa juga ditemukan di negara lain 

(seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya). 

                                                             
2
 Chan Khung Wang . 2015. Security and privacy of Personal Health Record , 

Electronic Medical Record and Health Information. Problems and Perspectives in Management, 

Volume 13, Issue 4, 2015 p. 19   
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Keputusan No. 015 / PB / K.MKEK / 03/2020 dari Komite 

Kehormatan Etika Kedokteran tentang Undang-Undang Etika Kedokteran, 

kebijakan kesehatan dan penelitian dalam konteks pandemi COVID-19 

mengatur bahwa rahasia medis berdasarkan pembatasan, dimungkinkan 

untuk mengungkapkan minat dalam mengumpulkan informasi tentang 

epidemi. Tentunya masyarakat umum harus dilibatkan dalam pengumpulan 

informasi pemantauan kesehatan, kemudian masukan dari pemerintah dalam 

bentuk pemantauan yang "transparan". Dalam hal ini, transparansi berarti 

pasien juga harus mengetahui informasi yang mereka berikan, informasi 

yang mereka berikan, dan kemungkinan untuk mengungkapkan informasi 

tersebut kepada pihak ketiga.3 Selain itu, menurut Pasal 154 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, transparansi juga 

mengacu pada kewajiban pemerintah untuk secara rutin mengumumkan 

hasil surveilans yaitu mengumumkan jenis dan penyebaran penyakit, 

termasuk daerah yang mungkin ditulari. terjangkit. Hal ini penting untuk 

melindungi hak kesehatan masyarakat secara keseluruhan di semua 

wilayah.
4
 Perlu diingat bahwa jika tujuannya baik, dilakukan dengan cara 

yang baik, dan dilakukan pada waktu, tempat dan situasi yang sesuai, maka 

perilaku tersebut dianggap baik/etis. 

Sebuah kasus yang melibatkan Habib Rizieq Syihab terkait hasil tes 

swap covid 19 yang telah dilakukannya secara mandiri yang namun tidak 

mau dipublikasikan. Dikarenakan adanya aturan yang menjamin hak dan 

kerahasian data pasien, yang terdapat dalam undang-undang No. 36 Tahun 

2009 pasal 56 ayat 1 yang menyatakan “Setiap orang berhak menerima atau 

menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan 

                                                             
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2009  

4
 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1116/Menkes/SK/ 

VII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia; 2003. 
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kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan 

tersebut secara lengkap. Selanjutnya pasal 56 ayat 1 ini menyatakan hak 

menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku 

pada: a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke 

dalam masyarakat yang lebih luas: b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan 

diri: atau c. gangguan mental berat.  Disamping itu ada peraturan dari 

pemerintah yang mewajibkan tracing terhadap suatu pandemik. Adapun 

alasan pembukaan rahasia kedokteran diatur secara rinci dalam Permenkes 

No.36 Tahun 2012 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi rahasia kedokteran dapat 

dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan 

aparatur penegak hukum dalam rangka memenuhi penegakan hukum, 

permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Semua informasi kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada 

informasi kesehatan seseorang. Jika informasi tersebut berkaitan dengan 

wabah atau penyakit endemik (belum lagi pandemi), pengaturan tersebut 

hanya dilakukan dalam Pasal 10 UU No 14/2008. Regulasi Kelola informasi 

dengan segera. Oleh karena itu, informasi, resume, dan riwayat perjalanan 

orang yang terjangkit virus corona harus segera dirilis ke publik oleh badan 

publik negara untuk melindungi masyarakat agar tidak tertular virus corona, 

sehingga masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan dan membuat 

masyarakat tenang. Tidak terburu-buru, karena mereka menentukan dengan 

siapa berinteraksi, ke mana harus pergi dan ke mana harus menghindari. 

Tidak ada permintaan untuk mengirimkan informasi ini. 

Kewajiban lembaga publik untuk menyampaikan informasi segera 

menjadi pandemi corona yang mengancam kehidupan banyak orang dan 

ketertiban umum guna melindungi masyarakat dari bahaya tertular virus 

corona. Selain itu, informasi yang dibutuhkan masyarakat hanya untuk 
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menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: apakah seseorang telah 

dinyatakan positif virus corona, dan apakah tetap berhubungan dengan 

seseorang yang telah terjangkit virus corona. Masyarakat tidak 

membutuhkan rekam medis lengkap dari seseorang yang terjangkit virus 

corona. Oleh karena itu, pandemi korona dapat segera diatasi.
5
 

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin 

men_jalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah 

Siyasah al Syar’iyyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasah al 

Syar’iyyah diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur 

kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari 

kemudharatan”
6
 seorang pemimpin dalam islam harus mampu menunjukkan 

jalan keluar dan mampu menyelesaikan segala persoalan yang menimpa 

rumah tangga kepemimpinannya. Maka, dibutuhkanlah perangkat hukum 

atau aturan yang berfungsi sebagai landasan gerak kepemimpinan demi 

terwujudnya nilai kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan. 

Konstitusi dalam islam dikenal dengan istilah dusturi (berasal dari 

bahasa Persia). Seiring perkembangannya, setelah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia mengalami perkembangan pengertian menjadi asas, dasar atau 

pembinaan. Sedangkan, secara istilah dusturi berarti kumpulan kaidah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat 

dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang 

tertulis (konstitusi). 

Keberadaan konstitusi dalam islam pun sangat diperhatikan dan 

memiliki urgensi yang sangat tinggi demi kelancaran penyelenggaraan 

kehidupan bernegara yang terttib dan terkontrol. Sebagaimana halnya nabi 

                                                             
5
 Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah kabupaten bogor 

6
Dahla, Abdul Aziz, “Ensiklopedi Hukum Islam” Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve: 1996 

hlm. 1626  



7 
 

 
 

pernah menggagas “Piagam Madinah” sebagai bentuk perjanjian yang 

mengatur antar suku dan umat beragama di madinah yang sangat heterogen. 

Konstitusi berisi tentang ketetapan boleh dan tidak bolehnya suatu hal 

dilakukan oleh Pemerintah maupun rakyat yang merupakan bagian dari 

Negara itu sendiri. Keberdaan konstitusi tentunyaharus memiliki tujuan, 

dalam islam dikenal dengan istilah Maqâshid Al-Syarî’ah. 

 Secara bahasa, Maqâshid Al-Syarî’ah dapat diartikan sebagai tujuan 

dari syari’ah. Secara istilah, hal ini berarti pokok-pokok tujuan yang akan 

dicapai daripada pembuatan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati untuk 

mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, pokok tujuan dari syariah yakni 

merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-’ibâd) baik 

urusan dunia maupun urusan akhirat.
7
 

Secara bahasa, Maqâshid Al-Syarî’ah dapat diartikan sebagai tujuan 

dari syari’ah. Secara istilah, hal ini berarti pokok-pokok tujuan yang akan 

dicapai daripada pembuatan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati untuk 

mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, pokok tujuan dari syariah yakni 

merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (mashâlih al-’ibâd) baik 

urusan dunia maupun urusan akhirat. 

Ulama fiqih tidak sedikit yang mencurahkan perhatiannya kepada 

aspek ketataNegaran dalam Islam, sebut saja Imam Mawardi, Ibnu Taimiyah 

dan lain sebagainya. Berkenaan dengan keadaan darurat dalam sebuah 

Negara, dalam siyasah dikenal dengan istilah Siyasah Harbiyah atau secara 

kamus berarti kondisi perang. Keadaan darurat dalam islam secara umum 

yakni suatu keadaan yang mengancam terhadap keberlangsungan 

penyelenggaraan Negara, ulama fiqih membaginya ke dalam 3 jenis, yakni : 
                                                             

7 Abdul Rohim Al Wafi , “Nilai-Nilai Keislaman dalam Konstitusi Kasultanan 

Ngayogyakart Hadiningrat” dalam Asy-Syari‘ah Vol. 21 No. 2, Desember 2019 hlm. 173 atau 

lihat juga 4 Imam Al-Mawardi, Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 12. 

Buku ini dialihbahasakan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman 
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pertama, Jihad, dalam pengertiannya jihad memiliki makna yang lebih luas 

dari peperangan, jihad mencakup perlawanan umat terhadap hawa nafsu dan 

syetan (‘amar ma’ruf nahi munkar); kedua, hirabah bermakna suatu bentuk 

ancaman yang dilakukan oleh pihak luar dengan niat memusuhi umat Islam; 

dan ketiga, bughat, memiliki makna ancaman yang terlahir dari dalam tubuh 

umat itu sendiri (pemberontakan). 

Berdasarkan uraian diatas, kondisi darurat Indonesia dalam 

menangani penyebaran wabah Covid-19 dapat dikategorikan sebagai bentuk 

jihad yang harus dilakukan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh 

Pemerintah bersama-sama dengan rakyat. Pada satu sisi, Pemerintah dituntut 

untuk dapat memberikan solusi dan upaya-upaya agar nilai kemaslahatan 

bagi rakyat dapat terwujud di tengah menghadapi Pandemi global Covid-19 

yang kini telah menjadi ancaman nyata. Sebaliknya, di sisi lain, rakyat harus 

menunjukkan sikap keta’atan dan kedisiplinannya dalam menjalankan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Tentunya, pertarungan 

antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat bergejolak dalam kondisi 

seperti ini, bisa jadi karena beberapa faktor, seperti dianataranya faktor 

primodialisme politik, fanatisme agama, atau yang lainnya.  

Kalangan ulama fiqih memberikan batasan tentang bagaimana 

seharusnya seorang pemimpin berbuat untuk umat dalam islam. Untuk 

mewujudkan Pemerintahan yang baik dan mencapai nilai-nilai 

kemaslahatan, Islam memiliki banyak kaidah yang harus dipatuhi dan 

diimplementasikan oleh Pemerintah atau pemimpin.    َ  

Kaidah, لحةتصرف الامام على الرعية منوط بالمص  artinya perlakuan 

pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan. Kaidah ini 

merupakan salah satu sari sekian banyak kaidah tentang kepemimpinan. 

Menurut kaidah ini berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang 
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diatur oleh Pemerintah/pemimpin harus mencerminkan kemaslahatan bagi 

umatnya tidak sebaliknya yang megutamakan hawa nafsu atau keinginan 

pribadi- /kelompok/golongan.  

Begitupun dengan kebijakan yang tengah gencar dilakukan oleh 

Pemerintah saat ini berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19. 

Pembatasan sosial berskala besar suka atau tidak suka harius dilakukan 

sebagai bentuk karantina kesehatan terhadap wabah tersebut. Akan tetapi, 

tidak sedikit konsekwensi yang harus di terima oleh masyarakat itu sendiri, 

seperti berhentinya aktifitas sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain 

sebagainya harus menjadi perhatian pula. Akibatnya, Pemerintah harus 

senantiasa konsekwen dengan penerapan pengaturan kebijakan sebagaimana 

yang telah diatur dalam undang-undangan Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatantentang Kekarantinaan Kesehatan, salah satunya 

mengenai pemenuhan hak dasar bagi penduduk selama masa karantina 

berlangsung. Di lain sisi masyarakat harus sabar dan mau menanggung 

konsekwensi tersebut serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam 

menanggulangi wabah Covid-19 sebagai langkah mewujudkan kebaikan 

bersama. 

Tinjauan fiqh siyasah mengenai transparansi informasi data pasien 

covid 19 adalah dalam fiqh siyasah dikategorikan ke dalam kemaslahatan 

umat untuk kebaikan umat itu sendiri di karenakan dengan adanya informasi 

dari pihak-pihak tertentu dapat membantu masyarakat dalam menangani 

wabah virus corona. Dan juga dapat membantu masyarakat dengan siapa 

saja bisa berinteraksi dan kemana saja mereka bisa bepergian. Dari tinjauan 

fiqh siyasah terkait transparansi informasi data pasien covid 19 ini dapat 

memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di  seluruh dunia, bukan 

untuk menyulitkan kehidupan.  
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B. Rumusan Masalah 

Melalui uraian di atas, maka dapat diutarakan beberapa rumusan 

masalah antara lain adalah: 

1. Bagaimana transparansi informasi data pasien menurut undang-undang 

No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 

2012 Tentang Kerahasian Data Pasien? 

2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan  kepada individu 

pemilik rekam medis menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang 

Kerahasian Data Pasien? 

3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap transparansi informasi data 

pasien covid 19? 

C. Tujuan Penilitian 

Melalui uraian rumusan masalah, maka dapat diutarakan tujuan 

penelitian, antara lain adalah: 

1. Untuk mengkaji transparansi informasi data pasien menurut undang-

undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 

Tahun 2012 Tentang Kerahasian Data Pasien. 

2. Untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada individu 

pemilik rekam medis menurut undang-undang No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan dan Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang 

Kerahasia Data Pasien. 

3. Untuk mengkaji tinjauan Fiqh Siyasah terhadap transparansi informasi 

data pasien covid 19 
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D. Kajian Pustaka 

Dalam menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan dalam 

proposal skripsi ini. Perli kiranya penulis lampirkan beberapa rujukan, 

antaranya ialah: 

Salah satu tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan judul 

penelitian penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Asep Sholihin yang 

berjudul kebebasan informasi menurut undang-undang No. 14 Tahun 2008 

tentang keterbukaaan informasi public dalam perspektif hukum islam pada 

fakultas syariah dan hukum pada tahun 2011. Tulisan ini secara umum 

membahas tentang undang-undang No.14 Tahun 2008 terkait keterbukaan 

informasi public dalam perspektif hukum Islam.
8
 

Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh Rahandy Rizki Prananda yang 

berjudul  batasan hukum keterbukaan data medis pasien pengidap covid 19: 

perlindungan privasi vs transparansi informasi publik. Tulisan ini secara 

umum membahas tentang data rekam medis merupakan hak pribadi individu 

yang bersifat rahasia dan terbatas. Perlindungan hukum yang diberikan bagi 

data rekam medis pasien belum komprehensif. 
9
 

Jurnal yang ditulis oleh Calvin Epafroditus Jacob dengan judul 

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada jurnal 

Lex Et Societatis tahun 2019. Tulisan ini mengulas mengenai tingkatan 

                                                             
8
 Asep sholihin,” Kebebasan Informasi Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaaan Informasi Public Dalam Perspektif Hukum Islam”, Fakultas Syariah Dan 

Hukum,UIN Syarih Hidayatullah Jakarta,2011, hlm.20 
9
Rahanda Rizki Prananda, “Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap 

Covid 19: Perlindungan Privasi Vs Transparansi Informasi Public”, Fakultas Hukum, 

Universitas di Ponegoro, 2020, hlm.145 
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Keadaan Darurat dan bentuk penetapan Keadaan Darurat menurut Undang 

Undang Dasar Negara Republik.
10

 

Jurnal Hukum (vol 2 No.1) yang ditulis oleh Faisal Herisetiawan 

Jafar dengan judul “Aspek Hukum Keterbukaan Informasi Identitas Pasien 

Covid 19” dari Universitas Sembilan Belas November Kolaka. Fokus 

permasalahan dalam penelitian ini adalah kewajiban pelayanan kesehatan 

untuk menyimpan rahasia berlaku terhadap setiap orang yang saling 

mengikatkan diri dalam perjanjian terapeotik, namun atas asas tersebut 

terdapat pengecualian ,yaitu peraturan perundang-undangan, pemberian izin 

untuk mengungkapkan dari pasien sebagai yang berhak atas rahasia dan 

konflik kepentingan yang berkaitan dengan perbedaan kewajiban. 

Sedangkan dalam undang-undang kesehatan kerahasian informasi data 

pasien dapat dibuka apabila berhubungan dengan kepentingan publik. 

Jurnal administrasi kesehatan Indonesia (Vol 8 No. 1 Tahun 2020) 

yang ditulis oleh Sofia Al Farizi dan Bagus Nuari Harmawan dengan judul 

“Transparansi Data dan Penyebaran Informasi: Masalah Pencegahan 

Virus.Corona di Indonesia” dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 

Gadjah Mada. Fokus permasalahan dalam jurnal ini adalah transparansi data 

dan pembagian informasi yang minim terlihat dari ketersediaan sebagian 

data di website, pelacakan kasus yang tidak maksimal , dan informasi yang 

disampaikan melalui pesan kebijakan masih tertutup dan tidak konsisten. 

Jurnal dari Rulliana Agustin, Anna Rozaliyani, Ghina Faradisa Hatta, 

Pukovisa Prawiroharjo yang berjudul “Tinjauan Etik Pembukaan Rahasia 

Medis dan Identitas Pasien pada Situasi Wabah Pandemi Covid 19 dan 

Kaitannya dengan Upaya Melawan Stigma Pasien Positif” dari Departemen 

Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Fokus 

                                                             
10

Calvin Epafroditus Jacob, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, jurnal Lex Et 

Societatis Vol. VII, No. 6, Jun 2019, hlm. 60 
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dalam jurnal ini adalah pengaturan dan panduan penggunaan pembukaan 

rahasia medis dalam kondisi wabah penyakit menular memerlukan 

pendalaman etik yang baik. 

Jurnal dari Lutfi Fahrul Rizal yang berjudul “PERSFEKTIF 

SIYASAH SYAR’IYYAH TENTANG DARURAT NEGARA DALAM 

PENANGANAN PANDEMI COVID-19” dari akultas Syariah dan Hukum 

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fokus permasalaha dalam jurnal ini 

adalah penelaahan terhadap kasus atau implementasi peraturan ke dalam 

peristiwa yang masih berjalan sampai dengan saat ini. Penanganan Covid-19 

membutuhkan kerjasama yang serius antara Pemerintah bersama dengan 

rakyat, dalam Siyâsah al-Syar’iyyah masalah ini dapat dikategorikan sebagai 

bentuk jihad. Pada satu sisi Pemerintah harus mengambil sebuah keputusan 

dan kebijakan yang tepat demi kemaslahatan masyarakat dan pada satu sisi 

pula masyarakat dituntut untuk menunjukkan sikap keta’atan dan 

kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, 

dengan mengesampingkan primodialisme politik, fanaistem agama dan yang 

lainnya. 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk menghindari terjadi kesalahan pembaca dalam memahami 

istilah-istilah yang terdapat pada penjelasan terhadap beberapa istilah 

tersebut, antara lain: 

a. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 

pada manusia dan hewan. Beberapa jenis
11

 coronavirus diketahui 

menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa 

hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Sindrom pernafasan akut berat/ Severe Acute Respiratory 

                                                             
11

Who.int. Diakses melalui situs: https://www.who.int/indonesia/news/novel-

coronavirus/qa-for-public. Pada tanggal 7 Juli 2020. 

https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public
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Syndrome (SARS). Ditemukan pada manusia sejak Desember 2019 di 

Wuhan Cina. 
12

 

b. Transparansi informasi adalah segala  bentuk  pemberitaan atas suatu 

peristiwa merupakan keharusan dan kelayakan  untuk diketahui oleh  

masyarakat  luas demi mendapatkan  derajat informasi yang akurat pada 

era keterbukaan dewasa ini.
13

 

c. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, 

dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan 

dengan penyelenggara dan  penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai 

dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan 

kepentingan publik.
14

 

F. Metode Penelitian 

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu 

memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode 

dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. 

Langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian 

normatif yuridis. Penelitian normatif yuridis adalah penelitian hukum 

                                                             
12

kemkes.go.id. go.id. Diakses melalui situs:https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-

content/structure-faq.html, pada tanggal 7 Juli 2020. 
13

 Rahanda Rizki Prananda, “Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien 

Pengidap Covid 19: Perlindungan Privasi Vs Transparansi Informasi Public”, Fakultas Hukum, 

Universitas di Ponegoro, 2020, hlm.143 

 
14

 Rsjd. Diakses melalui situs: http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id 

https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html
https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html
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kepustakaan yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan-bahan 

kepustakaan atau data sekunder.
15

  

2. Jenis Penelitian 

Jenis peneletian yang digunakan penulis adalah penelitian 

kepustakaan (liblary research). Penelitian kepustakaan adalah 

menggunakan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian 

tersebut berasal dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku, 

jurnal, ensiklopedia, kamus dll.
16

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini penulis menggunakan metode library research yang 

berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku 

bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber 

bacaan lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian 

dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini 

sehingga mendapatkan hasil yang valid. 

4. Objektivitas dan Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif hal terpenting yang merupakan bagian 

penelitian kualitatif adalah pengujian keabsahan data yang erat kaitannya 

dengan validitas dan reabilitas yang menguji instrument untuk mendapatkan 

data yang valid dan reliabel.
17

 

5. Teknik Analisis Data 

                                                             
15

 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 13. 
16

 Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra, Vol 8, No 1, Mei 2014, 

hlm 68. 
17

Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV 

Jejak, 2018), hlm. 214 
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Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan 

masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu 

analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari 

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data 

yang berasal dari literatur bacaan.  

Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses penelaahan data 

secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat 

dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data 

meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul. Guna untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan 

menyimpulkan data.   

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif 

deskriptif yang terdiri dari tiga kegiatan; yaitu pengumpulan data dan 

sekaligus reduksi data serta penarikan kesimpulan verifikasi. Metode 

analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara 

sistematis dan akurat. Metode ini merupakan metode analisa data dengan 

cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau 

kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah analisis dalam penelitian ini adalah penulis 

mengkaji buku-buku yang berkenaan dengan Transparansi Informasi 

tentang Covid 19. Kemudian dikuatkan dengan data-data yang berasal dari 

surat kabar dan internet yang menggambarkan keadaan saat ini. 

Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang 

mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah 
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penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab 

pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dari penelitian ini.  

Sementara pedoman dalam teknik penulisan proposal ini penulis 

merujuk kepada buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 

Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik 

penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca. 

G. Sistematika Pembahasan. 

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti skripsi ini, maka 

pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam empat bab. Bab satu merupakan bab 

pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai 

teori tentang transparansi, dan dasar hukum.. 

Bab tiga merupakan inti yang membahas tentang hasil penelitian 

mengenai temuan dan pembahasan serta analisanya. 

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini 

yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut 

permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.
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BAB iDUA 

LANDASAN iTEORI iMENURUT iUNDANG-UNDANG iNOMOR i36 

iTAHUN i2009 iTENTANG iKESEHATAN iDAN iPERMENKES 

iNOMOR i36 iTAHUN i2012 iTENTANG RAHASIA KEDOKTERAN 

A. Dasar iTeori iTransparansi i 

1. Pengertian iTransparansi i 

Keterbukaan berasal dari kata “transparan” yang berarti kejelasan, 

kebenaran, dan penerimaan. Istilah keterusterangan dapat diartikan sebagai 

kejernihan atau transparansi data. Keterbukaan adalah aturan yang 

memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh atau secara terbuka 

mendapatkan data tentang pemerintah, menjadi data spesifik tentang strategi, 

metode yang terlibat dalam menyusun dan melaksanakan pengaturan, dan 

mencapai hasil utama (Loina iLalolo iKrina iP, i2003). 

Keterbukaan adalah sesuatu yang tidak memiliki makna mendalam, 

disertai dengan aksesibilitas data lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi 

dan partisipasi, serta bebas, jelas, dan terbuka. 

Transparansi atau keterbukaan menyiratkan bahwa arah dan 

pelaksanaan diselesaikan sesuai dengan prinsip atau pedoman yang telah 

ditetapkan oleh yayasan. Keterbukaan juga menyiratkan bahwa orang-orang 

yang terpengaruh oleh efek strategi yang diambil oleh asosiasi dapat dengan 

pasti dan tanpa syarat mendapatkan dan mendapatkan informasi yang 

diidentifikasi oleh asosiasi. Terlepas dari apakah ada data yang tidak boleh 

diketahui oleh orang pada umumnya, biasanya disebut sebagai "organisasi 

misterius", harus ada pedoman yang jelas. 
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Transparansi itu sendiri menyiratkan penerimaan dalam mengatur, 

mempersiapkan dan melaksanakan rencana keuangan. Beberapa ahli telah 

memperkenalkan beberapa definisi tentang gagasan keterbukaan, antara lain: 

Menurut i“Pedoman iPenguatan iKeamanan iRencana iPembangunan 

iDaerah” iBappenas iRI i(2002), itransparansi iadalah iprinsip iyang 

imenjamin ibahwa isetiap iorang idapat imemperoleh iatau isecara ibebas 

imemperoleh iinformasi itentang imanajemen ipemerintahan, iyaitu 

ikebijakan iyang irelevan. iProses imerumuskan idan 

imengimplementasikannya iserta ihasil iyang idicapai. 

Menurut istandar iakuntansi ipemerintah idalam iPeraturan 

iPemerintah iNo. i24 iTahun i2005, itransparansi ididasarkan ipada ihak 

ipublik iuntuk imemahami isecara iterbuka idan imenyeluruh itanggung 

ijawab ipemerintah idalam imengelola isumber idaya iyang idipercaya, idan 

iuntuk imenyediakan iinformasi ikeuangan iyang iterbuka idan ijujur i

kepada ipublik. iItu isesuai idengan ihukum idan iperaturan. iUndang. 

Adrianto i(2007) iberpendapat ibahwa itransparansi iadalah 

iketerbukaan iyang iserius idan imenyeluruh iyang imemberikan itempat 

ibagi isemua isektor imasyarakat iuntuk iberpartisipasi iaktif idalam iproses 

ipengelolaan isumber idaya ipublik. 

Menurut idefinisi iHafiz i(2000), itransparansi ididefinisikan isebagai 

ihak imasyarakat iuntuk isecara iterbuka idan imemahami isecara 

imenyeluruh itanggung ijawab ipemerintah iatas isumber idaya iyang 

idipercayakan ikepadanya idan ikepatuhannya iterhadap iperaturan 

iperundang-undangan. 

Oleh ikarena iitu, idapat idisimpulkan ibahwa itransparansi iadalah 

iprinsip, idengan imemperhatikan iperlindungan iorganisasi, iuntuk 

imemastikan ibahwa ipublik iberhak imemperoleh iinformasi iyang ibenar, 
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ijujur, idan itidak idiskriminatif itentang ijalannya iorganisasi idan ihasil 

iyang idicapai. ioleh iorganisasi. iHak-hak iindividu, ikelompok idan 

irahasia inegara. 

Sedangkan itransparansi ijika idikaitkan idengan ikonsep 

ipemerintahan ikhususnya idalam ihal iPengadaan iBarang/Jasa iPemerintah 

iadalah iketerbukaan iinformasi iyang imenyeluruh ikepada ipihak-pihak 

iyang imembutuhkan iterhadap iproses iperencanaan, ipelaksanaan, 

ipengawasan ipengadaan ibarang/jasa ipemerintah idan 

ipertanggungjawaban idalam ibentuk ipublikasi imelalui imedia ielektronik 

iberupa iwebsite. 

Transparansi idata isangat ierat ikaitannya idengan ikebebasan 

iinformasi idan ikebebasan iinformasi iadalah ibagian iintegral idari ihak 

ifundamental ikebebasan iberekspresi, isebagaimana idiakui ioleh iResolusi 

i59 iMajelis iUmum iPBB iyang idiadopsi itahun i1946, iserta iPasal i19 

iDeklarasi iUniversal iHak iAsasi iManusia i(1948) iyang imenyatakan 

ibahwa ihak idasar ikebebasan iberekspresi imencakup ikebebasan iuntuk 

i“mencari, imenerima/mendapatkan idan imenyampaikan iinformasi idan 

iide imelalui imedia iapapun idan itanpa imemandang ibatas” i(Nations 

i1948). iLebih ijauh, ikebebasan iinformasi iakan imendukung ilembaga 

iyang ilebih ibertanggung ijawab idan itransparan, iserta ipenting ibagi 

isupremasi ihukum. iArtinya, itransparasi imenyiratkan iketerbukaan 

ipemerintah iakan idata-data iyang ivalid, ibenar, iaktual, ikomunikasi idan 

iakuntabilitas inegara. iTerlebih idalam isituasi idarurat iCOVID-19, 

itransparansi idata imenjadi ielemen ipenting iyang itidak idapat idihiraukan 

ioleh inegara. 

2. iPrinsip-prinsip iTransparansi 

Humanitarian iForum iIndonesia i(HFI) imengungkapkan i6 iprinsip 

itransparansi, iyaitu i: 
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a) Adanya iinformasi iyang imudah idipahami idan idiakses ioleh 

imasyarakat, imeliputi iinformasi imengenai idana, icara ipelaksanaan, 

idan ibentuk ibantuan iatau iprogram. 

b) Adanya ipublikasi idan imedia imengenai iproses ikegiatan idan idetail 

ikeuangan. 

c) Adanya ilaporan iberkala imengenai ipendayagunaan isumber idaya 

idalam iperkembangan iproyek iyang idapat idiakses ioleh iumum. 

d) Laporan itahunan 

e) Website iatau imedia ipublikasi iorganisasi 

f) Pedoman idalam ipenyebaran iinformasi 

 

3. Tujuan iTransparansi 

Tujuan idari itransparansi iadalah imembangun irasa isaling ipercaya 

iantara ipemerintah idengan ipublik idi imana ipemerintah iharus 

imemberikan iinformasi iakurat ibagi ipublik iyang imembutuhkan. 

iSedangkan itujuan itransparansi iyang idapat idirasakan ioleh iskakeholders 

idan ilembaga iadalah: 

a) Mencegah isedini imungkin iterjadinya ipenyimpangan-penyimpangan 

imelalui ikesadaran imasyarakat idengan iadanya ikontrol isosial. 

b) Menghindari ikesalahan ikomunikasi idan iperbedaan ipersepsi. 

c) Mendorong imasyarakat iuntuk ibelajar ibertanggung ijawab idan 

ibertanggung igugat iterhadap ipilihan ikeputusan idan ipelaksanaan 

ikegiatan iyang idilaksanakan. 

d) Membangun idan imeningkatkan ikepercayaan isemua ipihak idari 

ikegiatan iyang idilaksanakan. 

Dari iuraian idi iatas, imaka idapat idisimpulkan ibahwa itujuan 

itransparansi idapat imenimalisir ipenyimpangan-penyimpangan 

ipenggunaan idana, imencegah iketidakpercayaan ipublik idan itercapainya 

itujuan. 
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4. Manfaat iTransparansi 

Manfaat idari iadanya itransparansi idapat imenciptakan 

ikepercayaan itimbal ibalik iantar ipemerintah, imasyarakat imelalui 

ipenyediaan iinformasi idan imenjamin ikemudahan idi idalam imemperoleh 

iinformasi iyang iakurat idan ijelas. iBeberapa imanfaat ipenting iadanya 

itransparansi ilainnya iadalah isebagai iberikut: 

a) Mencegah iterjadinya ikorupsi iyang idilakukan ioleh ipara istakeholders 

idalam isebuah iorganisasi. 

b) Lebih imudah imengindentifikasi ikelemahan idan ikekuatan ikebijakan. 

c) Meningkatkan iakuntabilitas idalam ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik 

isehingga imasyarakat iakan ilebih imampu imengukur ikinerja 

ilembaga. 

d) Meningkatkan ikepercayaan iterhadap ikomitmen ilembaga iuntuk 

imemutuskan ikebijakan itertentu. 

e) Menguatnya ihubungan isosial ibaik iantara imasyarakat idengan 

imasyarakat iataupun imasyarakat idengan ipemangku ikebijakan, 

ikarena ikepercayaan imasyarakat iterhadap ilembaga. 

f) Mampu imendorong iiklim iinvestasi iyang ikondusif idan imeingkatkan 

ikepastian iusaha.
16

 

5. Indikator iTransparansi 

Terdapat ienam iindikator iyang idapat idigunakan idalam imengukur 

itingkat itransparansi ipenyelenggaraan isuatu ipemerintahan, iyaitu: 

a) Indikator ipertama, isistem ipemberian iinformasi ipada ipublik. iAdanya 

isistem iketerbukaan idan istandarisasi iyang ijelas idan imudah 

idipahami idari isemua iproses-proses ipenyelenggaraan ipemerintahan. 

iJika iterkait idengan iproses ipenyelenggaraan ipelayanan ipublik, 

imaka iinformasi iseperti ipersyaratan, ibiaya, iwaktu idan iprosedur 

                                                             
16 Tri purwani dan Lutfi Nurcholis, Strategi Peningkatan Kinerja Rantai Pasokan, 

Cetakan Pertama (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) h.17-18 
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iyang iditempuh idalam imengurus isuatu idokumen i(misalkan iizin 

iusaha) iharus idipublikasikan isecara iterbuka idan imudah idiketahui 

ioleh iyang imembutuhkan. 

b) Indikator ikedua, iadanya imekanisme iyang imemfasilitasi ipertanyaan, 

iusulan iataupun ikritik ipublik itentang iproses-proses idalam 

ipenyelenggaraan ipemerintahan. iAturan idan iprosedur itersebut 

ibersifat i“simple, istraight iforward iand ieasy ito iapply” idan imudah 

idipahami ioleh ipengguna. 

c) Indikator iketiga, iadanya imekanisme ipelaporan imaupun ipenyebaran 

iinformasi ipenyimpangan itindakan iaparat ipublik idi idalam ikegiatan 

ipenyelenggaraan ipemerintahan. imerupakan ikemudahan imemperoleh 

iinformasi imengenai iberbagai iaspek ipenyelenggaraan ipelayanan 

ipublik. iInformasi itersebut ibebas ididapat idan isiap itersedia i(freely 

iand ireadily iavailable). i 

d) Indikator ikeempat, iadanya ilaporan ipertanggungjawaban iyang itepat 

iwaktu. 

e) Indikator ikelima, itersedianya ilaporan imengenai ipendapatan, 

ipengelolaan ikeuangan, idan iaset iyang imudah idiakses. 

f) Indikator ikeenam, iadanya ipengumuman ikebijakan imengenai 

ipendapatan, ipengelolaan ikeuangan idan iaset. 

Dalam iupaya imenciptakan imasyarakat iinformasi i(information 

isociety) iyang imemiliki ihak idalam imengawasi ijalannya ipemerintahan, 

imaka idikeluarkan iUndang-Undang iNomor i14 iTahun i2008 itentang 

iKeterbukaan iInformasi iPublik i(KIP). iMelalui iUndang-Undang itersebut, 

iberbagai imasalah itransparansi iinformasi, ikhususnya iyang iterkait 

iataupun idikuasai ioleh ibadan-badan ipublik iharus idibuka iuntuk 

imasyarakat isebagai ipemohon iatau ipengguna iinformasi ipublik. iTiga 

iaspek ipenting idalam itransparansi ipublik, iyaitu: 

https://www.pengadaan.web.id/2019/10/izin-usaha.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/10/izin-usaha.html
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a. adanya ikebijakan iterbuka iterhadap ipengawasan; 

b. danya iakses iinformasi isehingga imasyarakat idapat imenjangkau 

isetiap isegi ikebijakan ipemerintah; idan 

c. berlakunya iprinsip icheck iand ibalance i(antar ilembaga ieksekutif idan 

ilegislatif). 

Dalam iperspektif iIslam, imenegakkan itransparansi ianggaran 

iadalah ikewajiban iagama iyang imulia. iIa ibukan ihanya imengantarkan 

imanusia ipada iberbagai ikebajikan, itetapi ijuga imengantarkan imereka 

ikepada isurga iyang idijanjikan. iSecara iduniawi, itransparansi ianggaran, 

idalam ikata ikata iImam iAli iadalah iupaya imemerangi imusuh inegara, 

imenyejahterakan ipenduduk, idan imemakmurkan inegeri.
17

 

B. Dasar iHukum iData iPasien iMenurut iUndang-Undang iNomor i36 

Tahun i2009 iTentang iKesehatan 

Landasan ipengesahan iUU i36 iTahun i2009 iTentang iKesehatan 

iadalah iPasal i20, iPasal i28H iayat i(1), idan iPasal i34 iayat i(3) iUndang-

Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. 

Latar ibelakang iyang imenjadi ipertimbangan idisahkannya 

iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i36 iTahun i2009 iTentang 

iKesehatan iadalah: 

a. bahwa ikesehatan imerupakan ihak iasasi imanusia idan isalah isatu 

iunsur ikesejahteraan iyang iharus idiwujudkan isesuai idengan icita-cita 

ibangsa iIndonesia isebagaimana idimaksud idalam iPancasila idan 

iUndang- iUndang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945; 

b. bahwa isetiap ikegiatan idalam iupaya iuntuk imemelihara idan 

imeningkatkan iderajat ikesehatan imasyarakat iyang isetinggi-tingginya 

                                                             
17 Jalaluddin Rakhmat, Islam Dan Pluralisme Akhlak Quran Menyikapi Perbedaan, 

(Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h.288-292 
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idilaksanakan iberdasarkan iprinsip inondiskriminatif, ipartisipatif, idan 

iberkelanjutan idalam irangka ipembentukan isumber idaya imanusia 

iIndonesia, iserta ipeningkatan iketahanan idan idaya isaing ibangsa 

ibagi ipembangunan inasional; 

c. bahwa isetiap ihal iyang imenyebabkan iterjadinya igangguan ikesehatan 

ipada imasyarakat iIndonesia iakan imenimbulkan ikerugian iekonomi 

iyang ibesar ibagi inegara, idan isetiap iupaya ipeningkatan iderajat 

ikesehatan imasyarakat ijuga iberarti iinvestasi ibagi ipembangunan 

inegara; 

d. bahwa isetiap iupaya ipembangunan iharus idilandasi idengan iwawasan 

ikesehatan idalam iarti ipembangunan inasional iharus imemperhatikan 

ikesehatan imasyarakat idan imerupakan itanggung ijawab isemua ipihak 

ibaik iPemerintah imaupun imasyarakat; 

e. bahwa iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i1992 itentang iKesehatan 

isudah itidak isesuai ilagi idengan iperkembangan, ituntutan, idan 

ikebutuhan ihukum idalam imasyarakat isehingga iperlu idicabut idan 

idiganti idengan iUndang- iUndang itentang iKesehatan iyang ibaru; 

f. bahwa iberdasarkan ipertimbangan isebagaimana idimaksud idalam 

ihuruf ia, ihuruf ib, ihuruf ic, ihuruf id, idan ihuruf ie iperlu imembentuk 

iUndang-Undang itentang iKesehatan; 

Dalam ipembukaan iUndang-Undang iDasar i1945 itercantum ijelas 

icita-cita ibangsa iIndonesia iyang isekaligus imerupakan itujuan inasional 

ibangsa iIndonesia. iTujuan inasional itersebut iadalah imelindungi isegenap 

ibangsa iIndonesia idan iseluruh itumpah idarah iIndonesia idan imemajukan 

ikesejahteraan iumum, imencerdaskan ikehidupan ibangsa idan iikut 

imelaksanakan iketertiban idunia iyang iberdasarkan ikemerdekaan 

iperdamaian iabadi iserta ikeadilan isosial. 
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Untuk imencapai itujuan inasional itersebut idiselenggarakanlah 

iupaya ipembangunan iyang iberkesinambungan iyang imerupakan isuatu 

irangkaian ipembangunan iyang imenyeluruh iterarah idan iterpadu, 

itermasuk idi iantaranya ipembangunan ikesehatan. 

Kesehatan imerupakan ihak iasasi imanusia idan isalah isatu iunsur 

ikesejahteraan iyang iharus idiwujudkan isesuai idengan icita-cita ibangsa 

iIndonesia isebagaimana idimaksud idalam iPancasila idan iPembukaan 

iUndang- iUndang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945. 

Oleh ikarena iitu, isetiap ikegiatan idan iupaya iuntuk imeningkatkan 

iderajat ikesehatan imasyarakat iyang isetinggi-tingginya idilaksanakan 

iberdasarkan iprinsip inondiskriminatif, ipartisipatif, iperlindungan, idan 

iberkelanjutan iyang isangat ipenting iartinya ibagi ipembentukan isumber 

idaya imanusia iIndonesia, ipeningkatan iketahanan idan idaya isaing 

ibangsa, iserta ipembangunan inasional. 

Upaya iuntuk imeningkatkan iderajat ikesehatan iyang isetinggi-

tingginya ipada imulanya iberupa iupaya ipenyembuhan ipenyakit, 

ikemudian isecara iberangsur-angsur iberkembang ike iarah iketerpaduan 

iupaya ikesehatan iuntuk iseluruh imasyarakat idengan imengikutsertakan 

imasyarakat isecara iluas iyang imencakup iupaya ipromotif i, ipreventif, 

ikuratif i, idan irehabilitatif iyang ibersifat imenyeluruh iterpadu idan 

iberkesinambungan. iPerkembangan iini itertuang ike idalam iSistem 

iKesehatan iNasional i(SKN) ipada itahun i1982 iyang iselanjutnya 

idisebutkan ikedalam iGBHN i1983 idan iGBHN i1988 isebagai itatanan 

iuntuk imelaksanakan ipembangunan ikesehatan. 

Selain iitu, iperkembangan iteknologi ikesehatan iyang iberjalan 

iseiring idengan imunculnya ifenomena iglobalisasi itelah imenyebabkan 

ibanyaknya iperubahan iyang isifat idan ieksistensinya isangat iberbeda 
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ijauh idari iteks iyang itercantum idalam iUndang-Undang iNomor i23 

iTahun i1992 itentang iKesehatan. iPesatnya ikemajuan iteknologi 

ikesehatan idan iteknologi iinformasi idalam iera iglobal iini iternyata 

ibelum iterakomodatif isecara ibaik ioleh iUndang-Undang iNomor i23 

iTahun i1992 itentang iKesehatan. 

Perencanaan idan ipembiayaan ipembangunan ikesehatan iyang 

itidak isejiwa idengan iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i1992, iyaitu 

imenitikberatkan ipada ipengobatan i(kuratif), imenyebabkan ipola ipikir 

iyang iberkembang idi imasyarakat iadalah ibagaimana icara imengobati 

ibila iterkena ipenyakit. iHal iitu itentu iakan imembutuhkan idana iyang 

ilebih ibesar ibila idibandingkan idengan iupaya ipencegahan. 

iKonsekuensinya, imasyarakat iakan iselalu imemandang ipersoalan 

ipembiayaan ikesehatan isebagai isesuatu iyang ibersifat 

ikonsumtif/pemborosan. 

Selain iitu, isudut ipandang ipara ipengambil ikebijakan ijuga imasih 

ibelum imenganggap ikesehatan isebagai isuatu ikebutuhan iutama idan 

iinvestasi iberharga idi idalam imenjalankan ipembangunan isehingga 

ialokasi idana ikesehatan ihingga ikini imasih itergolong irendah ibila 

idibandingkan idengan inegara ilain. 

Untuk iitu, isudah isaatnya ikita imelihat ipersoalan ikesehatan 

isebagai isuatu ifaktor iutama idan iinvestasi iberharga iyang 

ipelaksanaannya ididasarkan ipada isebuah iparadigma ibaru iyang ibiasa 

idikenal idengan iparadigma isehat, iyakni iparadigma ikesehatan iyang 

imengutamakan iupaya ipromotif idan ipreventif itanpa imengabaikan 

ikuratif idan irehabilitatif. 
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Dalam irangka iimplementasi iparadigma isehat itersebut, 

idibutuhkan isebuah iundang-undang iyang iberwawasan isehat, ibukan 

iundang-undang iyang iberwawasan isakit. 

Pada isisi ilain, iperkembangan iketatanegaraan ibergeser idari 

isentralisasi imenuju idesentralisasi iyang iditandai idengan 

idiberlakukannya iUndang-Undang iNomor i32 iTahun i2004 itentang 

iPemerintahan iDaerah isebagaimana itelah idiubah iterakhir idengan 

iUndang-Undang iNomor i12 iTahun i2008 itentang iPerubahan iKedua 

iAtas iUndang-Undang iNomor i32 iTahun i2008 itentang iPemerintahan 

iDaerah. 

Undang-Undang itersebut imemuat iketentuan iyang imenyatakan 

ibahwa ibidang ikesehatan isepenuhnya idiserahkan ikepada idaerah 

imasing-masing iyang isetiap idaerah idiberi ikewenangan iuntuk imengelola 

idan imenyelenggarakan iseluruh iaspek ikesehatan. 

Sebagai itindak ilanjut idari ipelaksanaan iUndang-Undang iNomor 

i32 iTahun i2004, iPemerintah itelah imengeluarkan iPeraturan iPemerintah 

iNomor i38 iTahun i2007 iyang imengatur itentang ipembagian iurusan 

iantara ipemerintah, ipemerintah iprovinsi idan ipemerintah ikabupaten/ 

ikota. iBerdasarkan ihal itersebut, iUndang-Undang iNomor i23 iTahun 

i1992 itentang iKesehatan iperlu idisesuaikan idengan isemangat iotonomi 

idaerah. 

Oleh ikarena iitu, iperlu idibentuk ikebijakan iumum ikesehatan 

iyang idapat idilaksanakan ioleh isemua ipihak idan isekaligus idapat 

imenjawab itantangan iera iglobalisasi idan idengan isemakin ikompleksnya 

ipermasalahan ikesehatan idalam isuatu iUndang-Undang iKesehatan iyang 
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ibaru iuntuk imenggantikan iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i1992 

itentang iKesehatan.
18

 

Menurut iundang-undang iNo. i36 iTahun i2009 ipasal i56 iayat i1 

itentang ikesehatan idi ikatakan i”Setiap iorang iberhak imenerima iatau 

imenolak isebagian iatau iseluruh itindakan ipertolongan iyang iakan 

idiberikan ikepadanya isetelah imenerima idan imemahami iinformasi 

imengenai itindakan itersebut isecara ilengkap”. iSelanjutnya ipasal i56 iayat 

i1 iini imenyatakan ihak imenerima iatau imenolak isebagaimana idimaksud 

ipada iayat i1 itidak iberlaku ipada: ia. iPenderita ipenyakit iyang 

ipenyakitnya idapat isecara icepat imenular ike idalam imasyarakat iyang 

ilebih iluas: ib. ikeadaan iseseorang iyang itidak isadarkan idiri: iatau ic. 

igangguan imental iberat.
19

 iDisamping iitu iada iperaturan idari ipemerintah 

iyang imewajibkan itracing iterhadap isuatu ipandemik. 

Dalam ipermasalahan iini imengangkat idari ikasus ihabib iriziq 

ishihab iyang imana ibeliau itidak imau imengumumkan ihasil idaripada ites 

iswap iyang itelah ibeliau ilakukan isecara imandiri idikareakan iadanya 

iaturan iyang imenjamin ihak idan ikerahasiaan idata ipasien. 

C. Dasar iHukum iData iPasien iPermenkes iNomor i36 iTahun i2012 

iTentang iRahasia Kedokteran 

Dalam iundang-undang iini idikatakan ibahwa ipada ia iIX iPasal i5 

i(1) iRahasia ikedokteran idapat idibuka ihanya iuntuk ikepentingan 

ikesehatan ipasien, imemenuhi ipermintaan iaparatur ipenegak ihukum 

idalam irangka ipenegakan ihukum, ipermintaan ipasien isendiri, iatau 

iberdasarkan iketentuan iperaturan iperundang-undangan. i(2) iPembukaan 

                                                             
18 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-36-2009-kesehatan 
19

 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

https://www.jogloabang.com/sites/default/files/dokumen/uu_36_2009_kesehatan.pdf
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irahasia ikedokteran isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) idilakukan 

iterbatas isesuai ikebutuhan.
20

 

Oleh ikarena iitu, idibutuhkan iketerbukaan iinformasi ipublik iyang 

iterkoordinasi idan iberkelanjutan iyang imenekankan ipesan-pesan iutama 

iuntuk imembentuk iperilaku ipublik idalam imencegah ipenyebaran ivirus 

iCovid-19. iAdanya iakses ipublik iterhadap iinformasi idapat imemfasilitasi 

ikemampuan ipublik iuntuk imengevaluasi iproses ipengambilan ikeputusan 

iyang imemengaruhi ikehidupan imereka idengan imendorong iterwujudnya 

ipartisipasi idialog. iArtikel iini imembahas itentang ibagaimana 

iketerbukaan iinformasi ipublik idijalankan imelalui ipola iasimetri 

iinformasi idalam imenghadapi ipandemi icovid i19 idi iIndonesia.
21

 

Interaksi iantara ipasien idan idokter imenimbulkan ihubungan 

ihukum iyang idisebut i“Transaksi iTeraupetik”. iHubungan ihukum iini 

imengakibatkan ipara ipihak imempunyai ihak idan ikewajiban imasing-

masing. iSalah isatu ikewajiban idokter iadalah imenjaga ikerahasiaan 

iinformasi iterkait ipasien. iNamun, ikewajiban iini itidak ibersifat iabsolut 

ikarena idalam ihal itertentu iboleh idibuka. iPada iMaret i2020 iterdapat 

ipermohonan iuji imateri iterkait ipembukaan iinformasi ipasien iCovid-19 

iyang idiajukan ike iMahkamah iKonstitusi i(MK). iTiga ipasal iyang 

idiajukan iuji imateriil iterhadap iUUD i1945 iadalah iPasal i48 iayat i(2) 

iUU iNo. i29 iTahun i2004 itentang iPraktik iKedokteran, iPasal i38 iayat 

i(2) iUU iNo. i44 iTahun i2009 itentang iRumah iSakit, iPasal i73 iayat i(2) 

iUU iNo. i36 iTahun i2014 itentang iTenaga iKesehatan. iKetiga ipasal 

iyang idimohonkan itersebut ipada idasarnya imenjadi idasar ihukum 

iterhadap iperlindungan idata ipribadi ipasien. iNamun, ipemohon ijustru 

                                                             
20 Permenkes No. 36 Tahun 2012 Tentang Kerahasian Data Pasien 
21
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imenilai ibahwa itiga ipasal itersebut imengganggu ihak ikonstitusinya 

ikarena ipemohon imenganggap ibahwa imempermudah ipembukaan 

iinformasi ipasien ijustru ilebih icepat imenekan ipenyebaran ivirus. 

iPemohon iingin idapat imengetahui ipersis isiapa isajakah iorang iyang 

ipositif iCovid-19. 

Mengutip ipenjelasan iRuben idan iStewart i(2006) ibahwa 

iinformasi idalam ikehidupan idan ipraktik ikehidupan ikhususnya 

ikomunikasi imanusia imeliputi ibeberapa ikonsep ipenting iseperti iyang 

itelah ijuga idisinggung iteorisi idan isarjana ipengembang iteori iinformasi 

iyaitu iinterpretasi, ipenerimaan iinformasi i(information ireception), 

iselection, iretention iin imemory. iKesemuanya iakhirnya imenjadi idasar 

ibagi isetiap ikita i(individu) idalam iberpikir, imenilai, imengevaluasi, 

ibersikap idan ibertindak, itermasuk idalam iera isekarang iini. 

Singkatnya ibahwa idalam imasa ipandemi iCovid-19 iproduk 

ikonstitusional inegara ikita iyang idinamai iKIP iberdasarkan iUU iNo i14 

itahun i2008 imenghadapi iujian ibagi ipenyempurnaan ikhususnya idalam 

ikonteks ikhusus iyang imuncul idi iIndonesia ipada imasa ipandemi.
22

 iUU 

iini idiajukan iuntuk iuji imateri idi iMK ikarena idianggap ibertentangan 

idengan iUU iKesehatan itentang ipenjaminan ikerahasiaan idata ipasien. 

iMencermati ifenomena iini idengan iteori iinformasi iyang idiletakkan 

idasarnya ioleh iShannon ibahwa itransmisi ipesan iterkait iUU iKIP idi 

imasyarakat idan idalam isistem isecara ikeseluruhan ipada iproses iawalnya 

itidak imelakukan itracing iall iconstituonal idocument iseperti iUU 

iKesehatan. iDan ibisa ijadi iakan ibertabrakan ijuga idengan iUU ilainnya 

ijika ikemudian iterjadi ikasus iyang imenghadapkan iUU iini idengan iUU 

iyang ilainnya. iTerjadinya ihal itersebut ibisa idianggap isistem itransmisi 

                                                             
22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 
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idari ipengirim iyaitu iinternal ipemerintah i(legislatif, ieksekutif, iyudikatif) 

ibelum iterjadi idengan isempurna. iApalagi ipengirimannya idalam isistem 

ikenegaraan ikita ikepada iseluruh iwarga inegara. iProses iencoding idan 

idecoding iakan ibanyak imenimbulkan imasalah. iHingga iakhirnya iapa 

iyang idijelaskan ioleh iteori icybernetics isebagai ilanjutan idari iteori 

iinformasi iberlaku, iyaitu isistem iakan imenerima ifeedback ibaik iitu 

ipositive iresponse iataupun inegative iresponse. 

Permenkes iNo. i36 iTahun i2012 itentang iRahasia iKedokteran 

iPasal i4: iPihak iyang iwajib imenyimpan iRahasia iKedokteran iadalah 

idokter, itenaga ikesehatan itertentu ilain i(ahli igizi, ibidan, idll), ipimpinan 

ifasilitas ikesehatan, itenaga iadministrasi, itenaga iyang imemiliki iakses 

iterhadap idata ipasien, ikorporasi/fasilitasi ikesehatan, imahasiswa iyang 

ibertugas. iPasal i9: iterkait ikondisi iyang imembolehkan ipembukaan 

iRahasia iKedokteran iyaitu ijika ibertujuan iuntuk ikepentingan ipasien 

iatau ipermintaan ipasien isendiri, ipermintaan iaparatur ipenegak ihukum 

idalam irangka ipenegakan ihukum, iatau ijika idiperintah iketentuan 

iperundangan. iPerintah iketentuan iperundangan icontohnya iseperti 

ipenelitian ikesehatan; ipendidikan iatau ipenggunaan iinformasi iyang 

iberguna idi imasa idatang; ikondisi iAncaman iKejadian iLuar iBiasa 

i(KLB) iatau iwabah ipenyakit imenular; idan iuntuk imencegah iancaman 

ikepada iorang ilain.
23

 

Surat iKeputusan iMajelis iKehormatan iEtik iKedokteran i(SK 

iMKEK) iNomor i015/PB/K.MKEK/03/2020. iDiringkas ioleh ipenulis 

isebagai iberikut: iIdentitas ipasien iterkonfirmasi iCovid-19 iharus 

idilindungi. iNamun, idalam ikeadaan itertentu idapat idibatasi isebatas 

iinisial inama; ikelamin; istatus ikesehatan isingkat i(meninggal/klinis ikritis 

iberat/sembuh); iusia; ikronologi iterbatas iyang irelevan imisalnya ilokasi 

ipenularan idengan imaksud ikewaspadaan ipublik idan ipenelusuran 
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ikontak. iInformasi iklinis iterperinci, ipenyakit ipenyerta, idan itatalaksana 

isebaiknya itidak idibuka, idapat idibuka ijika isesuai iperaturan 

iperundangan iyang iberlaku. iPimpinan ifasilitas ipelayanan ikesehatan, 

itenaga imedis idan itenaga ikesehatan iyang ididuga imelakukan ikontak 

idengan ipasien, iberhak itahu isedini imungkin iperkembangan istatus 

iOrang iDalam iPemantauan i(ODP) iataupun iPasien iDalam iPengawasan 

i(PDP).
24

 i 

Surat iEdaran iKomisi iInformasi iPusat i(SE iKIP) iNomor i2 

iTahun i2020 itentang iPelayanan iInformasi iPublik iDalam iMasa iDarurat 

iKesehatan iMasyarakat iAkibat iCorona iVirus iDisease i2019.
25

 iDiringkas 

ioleh ipenulis isebagai iberikut: iMenginformasikan ipenyebaran iCovid-19 

idengan itetap imelindungi idata ipribadi iODP, iPDP, ipasien iCovid-19, 

idan iorang iyang itelah isembuh. iData ipribadi iyang idisebut idi isini 

iadalah inama, ialamat irumah, inomor itelepon, idan isebagainya iyang 

idapat imengungkapkan iidentitas ipribadi. iData ipribadi idapat 

idimanfaatkan ipemerintah iuntuk imitigasi ipenyebaran idan ipenanganan 

iCovid-19. iData ipribadi iini iboleh idipublikasi ijika itelah idisetujui ioleh 

ipihak iyang ibersangkutan idan isesuai iaturan iperundangan. i 

Peraturan iperundangan itelah imengatur isyarat iapa isaja iyang ibisa 

imenjadi ialasan ipembukaan irahasia ikedokteran idan irekam imedis iyang 

imana ipada ikeduanya idapat iberisi idata ipribadi ipasien. iDengan iadanya 

isyarat iyang idisebutkan idengan ifrasa iseperti i“atas iperintah iperundang-

undangan,” i“demi ikepentingan iumum,” i“dalam ikondisi iwabah,” 

i“kepentingan imasyarakat,” imaka ikondisi ipandemi iCovid19 ijelas 

itermasuk idalam isyarat ipengecualian itersebut. iWalaupun, iperlu idikaji 
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ilebih ilanjut iseberapa ijauh idata ipribadi ipasien idapat idibuka, 

ibagaimana ipengelolaan iyang ibaik iterhadap ipembukaan idata imedis. 

D. TEORI TRANSPARANSI INFORMASI DATA PASIEN COVID 19 

DARI TINJAUAN FIQH SIYASAH 

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin 

menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah Siyasah 

al Syar’iyyah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Siyasah al Syar’iyyah 

diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur 

kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari 

kemudharatan” Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki pilihan 

untuk menunjukkan rencana keluar dan memiliki pilihan untuk menangani 

banyak masalah yang terjadi pada keluarga pemerintahannya. Oleh karena 

itu, diperlukan perangkat yang sah atau administratif yang berfungsi sebagai 

alasan pengembangan inisiatif untuk pengakuan nilai keuntungan dan 

menghindari kerugian. 

Kehadiran konstitusi dalam Islam juga sangat diperhatikan dan 

memiliki kekritisan yang sangat tinggi bagi kelancaran penyelenggaraan 

kehidupan bernegara yang efisien dan terkendali. Seperti halnya Nabi pernah 

memulai "Piagam Madinah" sebagai jenis pengaturan yang mengontrol antar 

klan dan jaringan ketat di Madinah yang sangat heterogen. Konstitusi berisi 

pengaturan tentang boleh tidaknya sesuatu dilakukan oleh otoritas publik 

atau individu-individu yang penting bagi bangsa yang sebenarnya. 

Kehadiran konstitusi tentunya harus memiliki alasan, dalam Islam dikenal 

dengan Maqâshid Al-Syarî'ah. 

Secara semantik, Maqâshid Al-Syar'ah dapat diartikan sebagai tujuan 

syari'ah. Dalam kata-kata, ini menyiratkan target utama yang harus dicapai 

daripada penciptaan pilihan yang disepakati untuk mencapai tujuan ini. Pada 

dasarnya, alasan utama syariah adalah untuk memahami kemaslahatan bagi 
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umat manusia (mashâlih al-'ibâd) baik dalam masalah dunia maupun di 

akhirat yang besar. 

Para peneliti fiqh memberikan batasan bagaimana seorang pemimpin 

harus mewakili individu dalam Islam. Untuk mengakui administrasi yang 

hebat dan mencapai kualitas yang bermanfaat, Islam memiliki banyak 

standar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh otoritas publik atau 

pemimpin. 

Dalam Islam, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. 

Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagian baik bagi yang menerima 

kekuasaan maupun bagi rakyatnya. Karena itu, kekuasaan adalah amanah 

dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berkah 

menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang 

berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan 

dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip Islam yang digariskan dalam 

al-Qur’an dan dicontohkan dalam tradisi nabi. Dari penjelasan diatas, kajian 

tentang kekuasaan sebagai amanah tercantum dalam al-Qur’an surah An-

Nisa ayat 58: 

ه  وُا ا ااُهرٰ اِنَّ اللّٰ رُُكمُُُ  اهنُ ؤُ ده ۙ  تِ اِلٰٓ نٰ  أْه هَ ِِ ُْ مُتُُ  ب هيُْه النَّۙسِ اهنُ تَهُكُمُوُا بِِلُعهدُلِ ۗ  اه ه   هاِذها حهكه  ععِِمَّۙ اِنَّ اللّٰ

ه  ۗۗ  ٖ  يهعِظُكُُ  بِه ۙ  اِنَّ اللّٰ ع ُع  بهصِع ُك  ا ۞  مهۙنه مِهِ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan 

amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” 

(Q.S. An-Nisa: 58). 

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah 

kepada pihak yang menerima informasi (masyarakat) tersebut harus 
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disampaikan secara terbuka dan jujur. Namun, perkembangan media 

komunikasi sekarang ini, masyarakat sebagai pihak yang menerima 

informasi dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi yang disebarkan 

melalui media sosial tanpa melakukan pengecekan akan kebenaran informasi 

yang didapatkan. Hal ini disampaikan didalam al-Qur’an surah Al-Hujarat 

ayat 6, yang berbunyi: 

ۙ الَّيِيُ ه اٰ يٰهٓ  هَ ۙ  رهنُ وُٓ ي وا سِق   ا اِنُ جه ۙ  بنِ هبهٍۙ ف هت هب هع َّنُ وُٓ  ءهمُُ  فهۙ بُ وُا ق هوُر  ۙلهةٍ ف هتُصُبِحُوُا عهِٰ  ا اهنُ ؤُصِع ُ هَ ى بِِه

ُِتُُ  عٰ  دِرِيُْه رهۙ ف هعه  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 

datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), 

yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujarat:6). 

Dalam surat al-Hujarat ayat 6 ini dijelaskan mengenai keharusan 

seseorang dalam menerima suatu informasi dengan lebih berhati-hati. Hal ini 

apabila dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa 

informasi yang dilandaskan sebagai salah satu bentuk jembatan untuk 

berinteraksi antara komunikator dengan komunikan dengan sama-sama 

memiliki sikap tabayyun. Artinya, informasi yang disampaikan telah melalui 

tahap pengecekan. Sehingga komunikator dalam menyampaikan informasi, 

maka dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Hal ini 

sesuai dengan kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi 

secara jujur dan akurat sesuai dengan fakta, dengan begitu informasi yang 

disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. 

Prinsip keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diperjuangkan 

dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip 

keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan 

dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara 
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dan terjaga, sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka 

keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan pun akan 

mengalami goncangan. Diantaranya ayat-ayat yang memerintahkan manusia 

untuk menegakkan keadilan yaitu: 

ۙ الَّيِيُ ه اٰ يٰهٓ  هَ ا  ي وا ده هَ نُ وُا مُوُعُ وُا ق هوَّارِيُْه بِِلُقِسُطِ شُ يُِ   هااُه   هلهوُ عهِٰٓ ءه للِّٰ ره اِنُ  قُ كهبِيُْه ۚى اهعُ فُسِكُُ  اهِ  الُوهالِده
للُّٰ  ه ۗٓ ٖ   هاِنُ ؤ هُِو ى اهنُ ؤ هعُدِلُوُا ۚفهلَه ؤ هتَّبِعُوا الُْهوٰٓ   ِِِمهۗۙ  اهُ لٰ يَّكُُ  غهنِعًّۙ اهُ  فهقِع ُك ا فهۙ  مهۙنه ا اهُ  ؤُ عُكضُِوُا فهِۙنَّ اللّٰ

بِع ُك   ُِوُنه خه ابِهۙ ؤ هعُمه  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, 

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan.” (An-Nisa : 135). 

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur‟an Surat Al-Hujurat 

Ayat ke 10 yang bebunyi: 

ه  وُُناِنََّّهۙ الُمُدُرِنُ وُنه اِخُوهة  فههۙصُِِحُوُا ب هيُْه اهخهوهيُكُُ    هاؤ َّقُوا اللّٰ َ   لهعهَّكُُ  ؤُ كُمُه  

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. “ (Q.S. Al-Hujarat: 10). 

Kaidah, تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة artinya perlakuan pemimpin 

terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan. Kaidah ini adalah salah 

satu esensi dari banyak aturan tentang kepemimpinan. Menurut aturan ini, 

berarti setiap kebijakan dan keputusan yang diatur oleh 

pemerintah/pemimpin harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan 

sebaliknya, yang mengutamakan keinginan atau keinginan 

pribadi/kelompok. 
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Apalagi dengan pendekatan-pendekatan yang saat ini sedang serius 

diselesaikan oleh otoritas publik terkait penanganan wabah virus corona. 

Batasan sosial ruang lingkup yang besar, suka atau tidak suka, harus 

diselesaikan sebagai jenis karantina kesejahteraan terhadap episode tersebut. 

Meski demikian, tidak sedikit hasil yang harus diakui oleh daerah itu sendiri, 

seperti penghentian olah raga, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain juga perlu 

dikhawatirkan. Oleh karena itu, otoritas publik harus secara konsisten dapat 

diprediksi dengan pelaksanaan strategi tindakan sebagaimana diarahkan 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina 

Kesejahteraan, salah satunya menyangkut pemenuhan hak-hak dasar bagi 

rakyat selama jangka waktu karantina. Kemudian lagi, daerah harus bersabar 

dan siap menanggung hasil dan mendukung pengaturan otoritas publik 

dalam menangani episode Coronavirus sebagai tahap untuk memahami 

manfaat semua orang. 

Tinjauan fiqh siyasah mengenai transparansi informasi data pasien 

covid 19 adalah dalam fiqh siyasah dikategorikan ke dalam kemaslahatan 

umat untuk kebaikan umat itu sendiri di karenakan dengan adanya informasi 

dari pihak-pihak tertentu dapat membantu masyarakat dalam menangani 

wabah virus corona. Dan juga dapat membantu masyarakat dengan siapa 

saja bisa berinteraksi dan kemana saja mereka bisa bepergian. Dari tinjauan 

fiqh siyasah terkait transparansi informasi data pasien covid 19 ini dapat 

memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di  seluruh dunia, bukan 

untuk menyulitkan kehidupan.  
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BAB iTIGA 

HASIL iPENELITIAN 

 

A. TRANSPARANSI iINFORMASI iDATA iPASIEN iCOVID i19 

MENURUT iUNDANG-UNDANG iNO. i36 iTAHUN i2009 

TENTANG iKESEHATAN iDAN iPERMENKES iNO. i36 iTAHUN 

2012 iTENTANG IRAHASIA KEDOKTERANi 

Salah isatu isumber idiperolehnya idata ipribadi iadalah isaat iterjadi 

interaksi iantara ipemberi ilayanan idengan ipenerima ilayanan pemeliharaan 

kesehatan. iSeperti imisal, idalam imemberikan iperawatan iatau ipelayanan 

medis, itenaga ikesehatan ipasti imendapat, imendengar, iatau imelihat 

berbagai iinformasi iterkait ipasien. iTak ihanya idokter idan iperawat 

sebagai itenaga imedis, itetapi itenaga ikesehatan, istaf iadministrasi, idan 

berbagai ipihak ilain ijuga imemiliki ikemungkinan iuntuk imengetahui 

informasi iterkait ipasien. iInformasi-informasi iini imengandung idata 

pribadi. 

Tanpa iada ipandemi ipun, iperihal idata ipribadi iadalah ihal iyang 

penting iuntuk idikaji idan isenantiasa idiawasi ibaik iregulasi imaupun 

pelaksanaan iregulasinya.
26

  iPertentangan iantara ipentingnya ikerahasiaan 

data ipribadi idengan ikepentingan ipemerintah iataupun ipihak ilain iuntuk 

mengumpulkan idan imengelola idata ipribadi iadalah ipolemik iyang 

menentukan ikualitas idemokrasi isuatu inegara.  Hal iini ikarena idemokrasi 

membutuhkan iwarga inegara iyang imemiliki isifat idemokratis, iseperti 

pemikiran iyang imandiri idan iketerbukaan.
27
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43. 



38 

 

 
 

iHal iini imustahil idiraih itanpa iregulasi iprivasi iyang ibaik. Dalam 

hubungannya idengan ipandemi, iisu idata ipribadi imenjadi isemakin 

genting idengan iadanya ipertentangan iantara iperlindungan ihak iprivasi 

masyarakat i(tidak ilagi ihanya iprivasi ipasien) iakan idata ipribadinya 

dengan ipemenuhan ikepentingan ipublik iuntuk imempercepat ipenekanan 

penyebaran iCovid-19. iPemenuhan ikepentingan ipublik iuntuk ipenekanan 

penyebaran iCovid-19 idalam ihal iini idilakukan idengan icara ipelacakan 

kontak i(contact itracing) iuntuk imengetahui isiapa isaja iorang iyang 

positif iCovid-19.
28

 iDemi ipenanganan ipandemi, imaka itransparansi idan 

penyebaran iinformasi ikesehatan ipasien iCovid-19 icenderung idianggap 

mampu imembantu ipenekanan ipenyebaran ivirus. iKumpulan iidentitas, 

domisili, iatau iriwayat iinteraksi imasyarakat idapat idigunakan iuntuk 

membantu ipemerintah ipenekanan ipenyebaran iCovid-19. iDi iberbagai 

negara, itermasuk iIndonesia, idata-data itersebut idimanfaatkan iuntuk 

aplikasi i(perangkat ilunak) ipelacakan ikontak iCovid-19. iAplikasi 

pelacakan ikontak iperlu idiregulasi idan idiawasi isedemikian irupa, 

mengingat imasa iini iadalah imasa idi imana ibanyak iproduk iteknologi 

meraup iuntung idengan imengumpulkan isebanyak imungkin idata 

pengguna idan imenjualnya ipada ipihak ilain.
29

 

Interaksi iantara ipasien idan idokter imenimbulkan ihubungan 

hukum iyang idisebut i“Transaksi iTeraupetik”. iHubungan ihukum iini 

mengakibatkan ipara ipihak imempunyai ihak idan ikewajiban imasing-

masing. iSalah isatu ikewajiban idokter iadalah imenjaga ikerahasiaan 

informasi iterkait ipasien. iNamun, ikewajiban iini itidak ibersifat iabsolut 

karena idalam ihal itertentu iboleh idibuka. i 

                                                             
28
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Pada iMaret i2020 iterdapat ipermohonan iuji imateri iterkait 

pembukaan iinformasi ipasien iCovid-19 iyang idiajukan ike iMahkamah 

Konstitusi i(MK). iTiga ipasal iyang idiajukan iuji imateriil iterhadap iUUD 

1945 iadalah iPasal i48 iayat i(2) iUU iNo. i29 iTahun i2004 itentang 

Praktik iKedokteran, iPasal i38 iayat i(2) iUU iNo. i44 iTahun i2009 tentang 

Rumah iSakit, iPasal i73 iayat i(2) iUU iNo. i36 iTahun i2014 itentang 

Tenaga iKesehatan. iKetiga ipasal iyang idimohonkan itersebut ipada 

dasarnya imenjadi idasar ihukum iterhadap iperlindungan idata ipribadi 

pasien.
30

 iNamun, ipemohon ijustru imenilai ibahwa itiga ipasal itersebut 

mengganggu ihak ikonstitusinya ikarena ipemohon imenganggap ibahwa 

mempermudah ipembukaan iinformasi ipasien ijustru ilebih icepat imenekan 

penyebaran ivirus. iPemohon iingin idapat imengetahui ipersis isiapa sajakah 

orang iyang ipositif iCovid-19.
31

 

Dasar iuntuk imenjawab ipermasalahan itentang iketerbukaan idata 

pasien icovid i19 iadalah: 

a) UU iNo. i36 itahun i2009 itentang iKesehatan. i 

 Pasal i57 iayat i(1): i“setiap iorang iberhak iatas irahasia ikondisi 

kesehatan ipribadi iyang idikemukakan ikepada ipenyelenggara 

pelayan ikesehatan.” iKata i“penyelenggara” imenunjukkan ibahwa 

kewajiban imenyimpan iRahasia iKedokteran ibukan ihanya idimiliki 

dokter, itetapi iperawat, ibidan, itenaga ikesehatan ilainnya, itenaga 

administrasi, idan ilain isebagainya.
32

 i 

 Pasal i57 iayat i(2): iperihal itidak iberlakunya iketentuan ipasal i57 

ayat i(1) idalam ihal iperintah iundang-undang, iperintah ipengadilan, 

                                                             
30
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izin iyang ibersangkutan, ikepentingan imasyarakat, iatau 

kepentingan iorang itersebut. 

b) Permenkes iNo. i36 iTahun i2012 itentang iRahasia iKedokteran 

 Pasal i4: iPihak iyang iwajib imenyimpan iRahasia iKedokteran 

adalah idokter, itenaga ikesehatan itertentu ilain i(ahli igizi, ibidan, 

dll), ipimpinan ifasilitas ikesehatan, itenaga iadministrasi, itenaga 

yang imemiliki iakses iterhadap idata ipasien, ikorporasi/fasilitasi 

kesehatan, imahasiswa iyang ibertugas. i 

 Pasal i5 i: i(1) iRahasia ikedokteran idapat idibuka ihanya iuntuk 

kepentingan ikesehatan ipasien, imemenuhi ipermintaan iaparatur 

penegak hukum idalam irangka ipenegakan ihukum, ipermintaan 

pasien isendiri, atau iberdasarkan iketentuan iperaturan iperundang-

undangan. i(2) Pembukaan irahasia ikedokteran isebagaimana 

dimaksud ipada iayat i(1) dilakukan iterbatas isesuai ikebutuhan. 

 Pasal i9: iterkait ikondisi iyang imembolehkan ipembukaan iRahasia 

Kedokteran iyaitu ijika ibertujuan iuntuk ikepentingan ipasien iatau 

permintaan ipasien isendiri, ipermintaan iaparatur ipenegak ihukum 

dalam irangka ipenegakan ihukum, iatau ijika idiperintah iketentuan 

perundangan. iPerintah iketentuan iperundangan icontohnya iseperti 

penelitian ikesehatan; ipendidikan iatau ipenggunaan iinformasi yang 

berguna idi imasa idatang; ikondisi iAncaman iKejadian iLuar iBiasa 

(KLB) iatau iwabah ipenyakit imenular; idan iuntuk imencegah 

ancaman ikepada iorang ilain.
33

 

Peraturan iperundangan itelah imengatur isyarat iapa isaja iyang ibisa 

menjadi ialasan ipembukaan irahasia ikedokteran idan irekam imedis iyang 

mana ipada ikeduanya idapat iberisi idata ipribadi ipasien. iDengan iadanya 

syarat iyang idisebutkan idengan ifrasa iseperti i“atas iperintah iperundang 

                                                             
33
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iKedokteran 



41 

 

undangan,” i“demi ikepentingan iumum,” i“dalam ikondisi iwabah,” 

“kepentingan imasyarakat,” imaka ikondisi ipandemi iCovid-19 ijelas 

termasuk idalam isyarat ipengecualian itersebut. iWalaupun, iperlu idikaji 

lebih ilanjut iseberapa ijauh idata ipribadi ipasien idapat idibuka, ibagaimana 

pengelolaan iyang ibaik iterhadap ipembukaan idata imedis itersebut. 

Hukum ikesehatan iyang iawalnya isebatas idata ipribadi ipasien 

menjadi idata ipribadi imasyarakat. iPada idasarnya iinformasi ipasien 

bersifat irahasia, ipembukaannya ijelas idiizinkan ioleh ilebih idari isatu 

peraturan iperundangan. iPembukaan idata iini idapat idimanfaatkan iuntuk 

Sistem iInformasi iKesehatan iyang imembantu idalam ipenekanan 

penyebaran iCovid-19, idalam ihal iini iyaitu idengan ipelacakan ikontak. 

Namun, iperaturan iyang iada idi iIndonesia iperlu ilebih imengatur iseperti 

apakah ipengumpulan idan ipengelolaan idata ipribadi iyang ibaik idalam 

pelacakan ikontak. 

B. PERLINDUNGAN iHUKUM iYANG iDIBERIKAN iKEPADA 

INDIVIDU iPEMILIK iREKAM iMEDIS iPASIEN iCOVID i19 

MENURUT iUNDANG-UNDANG iNO. i36 iTAHUN i2009 

TENTANG iKESEHATAN iDAN iPERMENKES iNO. i36 iTAHUN 

2012 iTENTANG IRAHASIA KEDOKTERAN 

Di iIndonesia, ikedudukan ikonfidensialitas imedik isebelum 

dikeluarkannya iPeraturan iPemerintah iNomor i10 iTahun i1966 itentang 

Wajib iSimpan iRahasia iKedokteran itanggal i21 iMei i1966 ihanya 

merupakan ikewajiban imoral isaja. iTetapi isejak idiberlakukannya 

peraturan itersebut iberubah imenjadi ikewajiban imoral idan ihukum 

(Firdaus, i2010). 

Rekam imedis idiisi ioleh ipemberi ipelayanan isesegera imungkin 

sesuai idengan ikeadaan ipasien iyang isebenarnya iagar isemua iproses 

pelayanan iyang iditerima ioleh ipasien itercatat idengan ibaik idan itidak 
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ada iyang iterlupakan. iIsi iyang iterkandung ididalam irekam imedis 

merupakan irahasia iyang iharus idijaga, i3 ihal iini isesuai idengan 

ketentuan idi idalam iPermenkes iRepublik iIndonesia iNomor i36 iTahun 

2012 itentang iRahasia iKedokteran ipada iPasal i4 ibahwa isemua ipihak 

yang iterlibat idalam ipelayanan ikedokteran idan/atau imenggunakan idata 

dan iinformasi itentang ipasien iwajib imenyimpan irahasia ikedokteran. 

Jaminan iterhadap ikepastian ihukum idalam imemberikan iperlindungan 

kepada ipasien idapat imempertahankan idan imeningkatkan imutu 

pelayanan ikesehatan. iFakta iyang iterjadi, iseringkali idata ipasien isatu 

dengan ilainnya iterbuka ikerahasiaannya ibaik idengan isengaja imaupun 

tidak isengaja, imisalnya isaat ipasien idatang iuntuk idiperiksa, iriwayat 

kesehatan ipasien iyang idiungkapkan ioleh idokter imaupun itenaga 

kesehatan iyang imendampingi ikemungkinan iterdengar ioleh ipasien ilain 

ataupun ikeluarga iyang itidak iberhak imengetahuinya, iterutama isaat 

bersama_sama imenunggu igiliran iuntuk ipemeriksaan idokter ikarena 

tempatnya iyang isangat iberdekatan i(Susilowati, idkk, i2018). i 

Sarana ipelayanan ikesehatan imemiliki ikewajiban imenjaga irahasia 

dari iinformasi iyang iterdapat idi idalam iberkas irekam imedis idan itidak 

boleh imemaparkan iatau imemberikan iinformasi itersebut ikepada iorang 

atau iinstitusi iyang itidak iberhak. iSedangkan iisi idari iberkas irekam 

medis imerupakan ikondisi iyang idialami ipasien, imaka idari iitu iisi rekam 

medis iadalah imilik ipasien idan ihanya idapat idilepaskan iatas iizin iatau 

persetujuan idari ipasien iatau iahli iwarisnya i(Faida, i2016). 

Dibalik ikerahasiaan irekam imedis idata ipasien iada iproblematika 

terkait iketerbukaan idata ipasien icovid iuntuk ikepentingan ibersama. 

Interaksi iantara ipasien idan idokter imenimbulkan ihubungan ihukum yang 

disebut i“Transaksi iTeraupetik”. iHubungan ihukum iini imengakibatkan 

para ipihak imempunyai ihak idan ikewajiban imasing-masing. iSalah isatu 
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kewajiban idokter iadalah imenjaga ikerahasiaan iinformasi iterkait ipasien. 

Namun, ikewajiban iini itidak ibersifat iabsolut ikarena idalam ihal itertentu 

boleh idibuka. i 

Kontrak iterapeutik isebenarnya itelah iterjadi ipada isaat iseseorang 

berobat ike irumah isakit iyang ididasarkan iatas irasa ipercaya ikepada 

dokter iuntuk imampu imengobatinya isekaligus imenjaga ikerahasiaan 

semua ihal iyang idiketahuinya iyang iberkaitan idengan ikondisi 

kesehatannya. iNegara isecara ikonstitusional imelindungi idata ipribadi 

masyarakat isebagaimana itertuang idalam iPasal i28 iG iayat i(1) iUndang-

Undang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 iyang iberbunyi 

bahwa i“Setiap iorang iberhak iatas iperlindungan idiri ipribadi, ikeluaga, 

kehormatan, imartabat, idan iharta ibenda ikekuasaanya, iserta iberhak iatas 

rasa iaman idan iperlindungan idari iancaman iketakutan iuntuk iberbuat 

sesuatu iyang imerupakan ihak iasasi.”
34

 

Maka idari ipada iitu inegara imemiliki ikewajiban iuntuk 

melindungi isetiap idata ipribadi iwarga inegaranya. iData ipribadi ipasien 

merupakan iinformasi iyang ibersifat irahasia, ihal iini ididasarkan ipada 

berbagai iperaturan iperundang-undangan iyang itelah iditetapkan ioleh 

pemerintah iIndonesia iyaitu iUndang-Undang iNomor i29 iTahun i2004 

tentang iPraktik iKedokteran, iUndang-Undang iNomor i36 iTahun i2009 

tentang iKesehatan, iUndang-Undang iNomor i44 iTahun i2009 itentang 

Rumah iSakit, idan iUndang-Undang iNomor i36 iTahun i2014 itentang 

Tenaga iKesehatan. i 

Dalam ipenyelenggaraan iupaya ipelayanan ikesehatan, idokter iyang 

menjalankan ipraktik ikedokteran iwajib imembuat isuatu icatatan iyang 

harus idibuat idengan isegera isetelah ipasien imenerima ipelayanan. 
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Berdasarkan iketentuan iPasal i46 iUndang-Undang iPraktik iKedokteran 

bahwa ipencatatan iyang idimaksudkan iadalah iRekam iMedis. iRekam 

medis iyang idijelaskan idalam ipenjelasan iPasal i46 iayat i(1) iUndang-

Undang iNomor i29 iTahun i2004 itentang iPraktik iKedokteran iberbunyi 

sebagai iberikut i: 

“Rekam imedis iadalah iberkas iyang iberisi icatatan idan idokumen 

tentang iidentitas ipasien, ipemeriksaan, ipengobatan, itindakan idan 

pelayanan ilain iyang itelah idiberikan ikepada ipasien.”
35

 

Isi irekam imedis isecara iumum idibagi imenjadi idua idata iyaitu 

yang ipertama iadalah idata imedis iatau idata iklinis iyang iterdiri idari 

segala idata itentang iriwayat ipenyakit, ihasil ipemeriksaan ifisik, diagnosis, 

pengobatan iserta ihasilnya, ilaporan idokter, iperawat, ihasil ipemerikasaan 

laboratorium, ironsen idan isebagainya idan iyang ikedua iadalah idata 

sosiologis iatau idata inon-medis iseperti idata iidentitas, idata isosial 

ekonomi, ialamat, idan isebagainya. iIdentitas ipasien imerupakan idata yang 

dapat imembedakan iantara ipasien iyang isatu idengan iyang ilain. i 

Identitas ipasien iterdiri idari idua idata iyaitu idata iindividu idan 

data isosial. iData iindividu imeliputi i: i 

1. Nama; i 

2. Tanggal iLahir/ iUmur; i 

3. Jenis iKelamin; i 

4. Alamat; i 

5. Status iPerkawinan. i 

Sedangkan idata isosial iterdiri idari i: i 

1. Agama; i 

2. Pendidikan; i 
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3. Pekerjaan; i 

4. Identitas iOrangtua; i 

5. Identitas iPenanggung ijawab ipembayaran.
36

 

Berkas irekam imedis idalam ihal iini idimiliki ioleh isarana 

pelayanan ikesehatan, isehingga iapabila iterjadi ikehilangan, irusak, 

pemalsuan idan/atau ipenggunaan ioleh iorang iatau ibadan iyang itidak 

berhak iterhadap irekam imedis imaka ipimpinan isarana ipelayanan 

kesehatan ibertanggung ijawab iatas ikejadian itersebut. iSedangkan, 

informasi ikhususnya iyang imenyangkut itentang iidentitas idari ipasien, 

diagnosiss, iriwayat ipenyakit iyang idimiliki ipasien, iriwayat ipemeriksaan 

penyakit idan iriwayat ipengobatan idari ipasien iyang itermasuk idalam iisi 

rekam imedis iharus idijaga ikerahasiaannya ioleh idokter, idokter igigi iatau 

tenaga ipelayanan ikesehatan itertentu iyang imelakukan iperawatan, 

termasuk ioleh ipengelola idan ipimpinan isarana ikesehatan. iSehingga 

rekam imedis iini iharus idijaga ikerahasiannya ioleh iseluruh iorang iyang 

memberikan iperawatan iterhadap ipasien idan iuntuk iberkas irekam imedis 

yang idimiliki ioleh isarana ipelayanan ikesehatan iharus idijaga ioleh 

pimpinan isarana ipelayanan ikesehatan iagar iberkas itersebut itidak 

disalahgunakan ioleh ipihak iyang itidak iberwenang iterhadap iberkas 

rekam imedis itersebut.
37

 

Terhadap ihal itersebut, imaka isegala idata idan iinformasi iyang ada 

di idalam irekam imedis iharus idijaga ikerahasiaanya ioleh ipetugas 

kesehatan, itermasuk irumah isakit, ikecuali iditentukan iyang ilain ioleh 

undang-undang. iRumah isakit idalam ihal iini ibertanggung ijawab ibaik 

secara imoral idan ihukum iterhadap ikerahasiaan isegala iinformasi iyang 

ada idalam icatatan imedik iyaitu idengan imelakukan iupaya iuntuk 
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menjaga idan imemberikan iperlindungan iagar iinformasi itersebut itidak 

sampai idiketahui ioleh ipihak iyang itidak iberwenang.
38

 

Semua ipetugas ikesehatan iwajib imenyimpan irahasia 

kedokteranihal iini isesuai idengan iPasal i4 iPeraturan iMenteri iKesehatan 

Nomor i36 iTahun i2012 itentang iRahasia iKedokteran iyang imenyatakan 

bahwa iyang iwajib imenyimpan irahasia ikedokteran iadalah isemua ipihak 

yang iterlibat idalam ipelayanan ikedokteran idan/atau iyang imenggunakan 

data idan iinformasi imilik idari ipasien. iDengan iadanya iperlindungan 

hukum iterhadap ipasien imaka iadanya ijaminan iatas ikepastian ihukum 

sehingga inantinya ihal iini idapat imempertahankan idan imeningkatkan 

mutu ipelayanan ikesehatan.
39

 

Namun iterdapat ibeberapa ikondisi iyang imemperbolehkan 

pembukaan irahasia ikedokteran itanpa ipersetujuan ipasien iyaitu idalam 

rangka ikepentingan ipenegakan ietik iatau idisiplin, iserta ikepentingan 

umum. iDalam iPasal i9 iayat i(4) iPeraturan iMenteri iKesehatan iNomor 

36 iTahun i2012 itentang iRahasia iKedokteran, iyang idimaksud idengan 

kepentingan iumum imeliputi i: 

a. Audit imedis. i 

b. Ancaman ikejadian iluar ibiasa/ iwabah ipenyakit imenular. i 

c. Penelitian ikesehatan iuntuk ikepentingan inegara. i 

d. Pendidikan iatau ipenggunaan iinformasi iyang iakan iberguna idi imasa 

iyang iakan idatang. i 
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e. Ancaman ikeselamatan iorang ilain isecara iindividual iatau 

imasyarakat.
40

 

Berdasarkan iPasal i9 iangka i5 iPeraturan iMenteri iKesehatan 

Nomor i36 iTahun i2012 itentang iRahasia iKedokteran ipada iintinya 

menyatakan ibahwa ipembukaan irahasia ikedokteran idalam ihal iadanya 

ancaman ikejadian iluar ibiasa/ iwabah ipenyakit imenular idan iadanya 

ancaman iyang imembahayakan ikeselamatan idari iorang ilain ibaik isecara 

individu iatau imasyarakat iluas, imaka ipemerintah iatau ipihak iyang 

berwenang idapat imembuka iidentitas ipasien iuntuk imenindaklanjuti ihal 

ini idengan iberdasarkan ipada iketentutan iundang-undang iyang itengah 

berlaku.
41

 

Mewabahnya ivirus iCovid-19 iyang imerupakan ipenyakit imenular 

oleh ijenis icoronavirus itelah iterjadi idiseluruh ibelahan idunia, itermasuk 

di iIndonesia. iWabah ivirus iCovid-19 idengan ijenis ivirus iSARS-Cov-2 

pertama ikali iterdekteksi ikemunculannya idi iWuhan, iTiongkok. iSARS-

Cov-2 iatau iCovid-19 ibukan imerupakan ivirus ijenis ibaru, ivirus iini 

merupakan ihasil imutasi idari ivirus ilama iyang imembentuk isusunan 

genetik iyang ibaru. iVirus iini isecara igenetik imemiliki ihubungan ierat 

dengan ivirus iyang imenyebabkan iSARS idan iMERS isehingga ivirus iini 

dinamai idengan iSARS-Cov-2. 

Virus iCovid-19 iini itelah imenyebar idan imenginfeksi ibanyak 

orang idi ihampir iseluruh ibelahan idunia, idan ihingga isaat iini ibelum ada 

obat idan ivaksin iyang iditemukan iuntuk imencegah ipenularannya. 

Berdasarkan iPasal i1 iangka i1 iPeraturan iMenteri iKesehatan iNomor i82 

Tahun i2014 itentang iPenanggulangan iPenyakit iMenular imenyatakan 
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bahwa i“Penyakit imenular iadalah ipenyakit iyang idapat imenular ike 

manusia idan idisebabkan ioleh iagen ibiologi, iantara ilain ivirus, ibakteri, 

jamur, idan iparasit.” iPenyebaran iyang isangat icepat idari imanusia ike 

manusia ilainnya imenyebabkan ivirus iyang itermasuk ijenis ibaru iini 

ditetapkan isebagai ipandemi iglobal.
42

 

Namun imasih ibanyak iterjadi ipelanggaran isaat iditerapkannya 

Pembatasan iSosial iBerskala iBesar i(PSBB) imulai idari imasih banyaknya 

masyarakat iyang itidak imengenakan imasker, itidak imenjaga ijarak, 

berkerumun ipada itempat iatau ifasilitas iumum, ijumlah ipenumpang iyang 

melebihi imuatan ipada ikendaraan iroda iempat idan isebagainya. iSelain 

itu, iterdapat ijuga ipenyebaran iberita, idata, imaupun iinformasi ibohong 

yang iterkait idengan ivirus iCovid-19 iyang imenimbulkan iketakutan idi 

tengah imasyarakat. iSalah isatu ihal iyang imenimbulkan ikepanikan idi 

dalam imasyarakat iadalah idengan iberedarnya iidentitas ipasien ipandemi 

Covid-19 imelalui imedia isosial iyang idilakukan ioleh ipihak iyang itidak 

berwenang. i 

Identitas ipasien ipandemi icovid-19 iyang iberedar idi imedia isosial 

tersebut imencakup idata iindividu idan idata isosial iyang ibegitu irinci, 

mulai idari inama ilengkap, ipekerjaan, ihingga ialamat ijelas, ihal iini 

menimbulkan ikehebohan idi imasyarakat ikarena iketerbukaan irahasia 

medis, idalam ihal iini iidentitas ipasien. iPenularan ivirus iCovid-19 iyang 

sangat icepat idari imanusia iyang itelah iterinfeksi ike imanusia ilain 

membuat imasyarakat ikhawatir idan ikemudian imenyebarkan iidentitas 

dari ipasien ipandemi iCovid-19 imelalui imedia isosial idengan itujuan agar 

dapat imeminimalisir ipenyebaran idari ivirus iCovid-19 iini. 
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Akibat ipenyebaran iidentitas ipasien imelalui imedia isosial iini 

menimbulkan ikerugian iimmateriil ibagi ipasien ikarena idengan terbukanya 

rahasia imedis idalam ihal iini iidentitas ipasien ipandemi iCovid-19 ike 

khalayak iumum imenimbulkan idiskriminasi ioleh imasyarakat iterhadap 

pasien idan ikeluarga ipasien iserta itelah imelanggar ihak iprivasi idari 

setiap iwarga inegara isebagai ihak ikonstitusional iyang itelah idiatur 

dalamiUUD i1945. iKetakutan idan ikecemasan imasyarakat 

terhadapisuatuipenyakit ikhususnya idalam ihal iini iwabah ipenyakit 

menular idapat imenyebabkan istigma isosial iterhadap iorang, itempat, iatau 

hal ilain, iakibatnya ibeberapa ikelompok itertentu idalam imasyarakat 

seperti ipasien isuspek, ipersonel imedis, ibahkan iterhadap ipasien iyang 

telah idinyatakan isembuh irentan iatas istigma isosial idari imasyarakat. 

Stigma isosial iini idapat imenimbulkan ipenolakan isosial, idiskriminasi 

dalam iedukasi, ipelayanan ikesehatan, ipekerjaan, ihingga imenimbulkan 

kekerasan ifisik idalam ihal iini ibagi ipasien ipandemi iCovid-19. 

Sehingga idalam ihal iini, iperlu idiberi iperhatian iyang icukup 

mengenai ibagaimana iinformasi idata itersebut iditangani ikarena ipasien 

pandemi iCovid-19 iini idapat imenghadapi istigmatisasi iataupun 

diskriminasi iapabila iinformasi iterkait idirinya, ibocor ikepada ipublik 

terlebih idengan ihasil ites ipositif. iRahasia imedis iseharusnya imenjadi 

kewajiban itenaga ikesehatan idan irumah isakit iuntuk imenyimpannya. 

Pembukaan irahasia ikedokteran iuntuk ikepentingan iumum idalam ihal 

terjadi iwabah ipenyakit imenular, iyaitu iterjadinya iwabah ipenyakit 

Covid-19 iharus idilaksanakan ioleh ipihak iyang iberwenang iserta ihanya 

dibuka ikepada iinstansi iatau iorang iyang iberwenang ipula, iidentitas 
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pasien itidak iboleh idisebarluaskan iuntuk ikonsumsi imasyarakat idalam 

hal iini idisebarkan iluaskan imelalui imedia isosial.
43

 

Jika idilihat idari isudut ihak iasasi imanusia imaka isetiap iorang 

memiliki iberbagai ihak iuntuk idihargai isebagai imanusia iseutuhnya, iyang 

secara imutlak idimiliki ioleh isetiap iorang. iHak iasasi imanusia 

merupakan ihak ibagi imanusia iyang itertinggi ikarena imerupakan ihak 

absolut iyang idimiliki ioleh isetiap imanusia ididunia. iHak iini itidak iboleh 

diambil ioleh imanusia ilain, isalah isatu ihak iasasi imanusia iadalah iprivasi 

sehingga isetiap iorang imemiliki ikewajiban iuntuk imenghargai ihak iorang 

lain iatas isebuah iprivasi. iPelanggaran iyang idilakukan ioleh iseseorang 

terhadap ihak iasasi imanusia itermasuk ike idalam itindakan ikejahatan 

terhadap ikemanusiaan.
44

 

Penyebaran iidentitas ipasien iterlebih ipasien cCovid-19 ihal iini 

menjadi idilema, isebab itimbul idua ipendapat idiantara ipara iahli, iada 

yang imengatakan ibahwa iidentitas ipasien iharus idikesampingkan idalam 

artian ibisa idibuka ikarena imerupakan ipandemi, ipenyakit iCovid-19 

merupakan iwabah, itapi iada iahli ilain iyang imengatakan ibahwa iidentitas 

pasien iCovid-19 itidak iboleh idibuka iberhubungan idengan ibunyi aturan 

yang iada idalam iPasal i46 iayat i(1) idan iPasal i51 ihuruf ic iUU iNo. i29 

Tahun i2004 itentang iPraktik iKedokteran iyang iakan imemidana imereka 

yang imembuka iidentitas ipasien. iPendapat iahli iyang imengatakan ibahwa 

penyebaran iidentitas ipasien idapat idikesampingkan ibertitik itolak ipada 

apa iyang idisebutkan ioleh iUU iNo. i4 iTahun i1984 itentang iWabah 

Penyakit iMenular, ihal iini iberdasarkan idalil iatau iasas i“lex ispecialis 

derogat ilegi igeneralis”. iDalam ihal iini iUU iNo. i4 iTahun i1984 
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merupakan iUU iyang ikhusus idan imengenyampingkan iUU iatau iaturan 

hukum iyang iumum iyaitu iketentuan idalam iUU iNo. i29 iTahun i2004 

tentang iPraktik iKedokteran.
45

 

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang 

berbentuk suatu perangkat baik bersifat preventif atau represif dan berbentuk 

lisan maupun tertulis yang diberikan kepada individu atau subjek hukum. 

Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, namun di sisi lain 

perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib 

memberikan perlindungan hukum bagi negaranya. Indonesia mengukuhkan 

dirinya sebagai negara hukum berdasarkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi 

bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Berdasarkan pada ketentuan 

tersebut, maka Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum.
46

 

Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. 

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap 

harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia Menurut Philipus M. 

Hadjon, dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, maka ia 

membedakan menjadi dua bagian perlindungan hukum yang terdiri dari: 

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk 

memberikan kesempatan bagi subjek hukum yang berupa pemberian 

pendapat atau pengajuan keberatan sebelum suatu keputusan dari 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif sehingga dapat mencegah 

terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum preventif ini merupakan 
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perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk mencegah terjadinya 

suatu sengketa atau pelanggaran. Berdasarkan pada Pasal 57 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan 

bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang 

telah dikemukakan pada penyelenggara kesehatan. Dalam hal ini 

perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah untuk 

menjamin hak-hak pribadi pasien terlindungi dan mencegah terjadinya 

penyebaran identitas yang melanggar hak-hak pribadi pasien yang dapat 

menimbulkan kerugian bagi pasien pandemi Covid-19. 

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif  

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan 

perlindungan untuk penyelesaian dari suatu sengketa atau setelah 

terjadinya pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori perlindungan 

hukum represif ini adalah penanganan perlindungan hukum bagi 

masyarakat yang dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap tindak 

pemerintah didasari oleh prinsip negara hukum. Pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ini dapat dikaitkan dengan 

tujuan dari negara hukum dan mendapat tempat yang utama. 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang 

berupa sanksi dan diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau 

untuk menyelesaikan suatu sengketa.
 47

 Dalam hal ini perlindungan 

hukum represif bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak 

pribadi pasien pandemi Covid-19 yang telah dilanggar oleh pihak yang 

tidak berwenang, atas penyebaran identitasnya melalui media sosial. 

. 
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C. TINJAUAN iFIQH iSIYASAH iTERHADAP iTRANSPARANSI 

INFORMASI iDATA iPASIEN iCOVID i19 

Pengaturan itentang ikeharusan ibagaimana iseorang ipemimpin 

menjalankan imandat ikepemimpinannya, idalam iIslam idikenal 

istilahiSiyasah ial iSyar’iyyah. iMenurut iAbdul iWahhab iKhallaf, iSiyasah 

al iSyar’iyyah idiartikan isebagai i“wewenang iseorang ipemimpin idalam 

mengatur ikepentingan iumum idemi iterciptanya ikemaslahatan idan 

terhindar idari ikemudharatan” iseorang ipemimpin idalam iIslam iharus 

mampu imenunjukkan ijalan ikeluar idan imampu imenyelesaikan isegala 

persoalan iyang imenimpa irumah itangga ikepemimpinannya. iMaka, 

dibutuhkanlah iperangkat ihukum iatau iaturan iyang iberfungsi isebagai 

landasan igerak ikepemimpinan idemi iterwujudnya inilai ikemaslahatan dan 

terhindar idari ikemudharatan.
48

 

Keberadaan ikonstitusi idalam iIslam ipun isangat idiperhatikan idan 

memiliki iurgensi iyang isangat itinggi idemi ikelancaran ipenyelenggaraan 

kehidupan ibernegara iyang itetrtib idan iterkontrol. iSebagaimana ihalnya 

nabi ipernah imenggagas i“Piagam iMadinah” isebagai ibentuk iperjanjian 

yang imengatur iantar isuku idan iumat iberagama idi iMadinah iyang sangat 

heterogen. iKonstitusi iberisi itentang iketetapan iboleh idan itidak ibolehnya 

suatu ihal idilakukan ioleh iPemerintah imaupun irakyat iyang imerupakan 

bagian idari iNegara iitu isendiri. iKeberdaan ikonstitusi itentunyaharus 

memiliki itujuan, idalam iIslam idikenal idengan iistilah iMaqâshid iAl-

Syarî’ah. 

Secara ibahasa, iMaqâshid iAl-Syarî’ah idapat idiartikan isebagai 

tujuan idari isyari’ah. iSecara iistilah, ihal iini iberarti ipokok-pokok itujuan 

yang iakan idicapai idaripada ipembuatan iketetapan-ketetapan iyang itelah 
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disepakati iuntuk imencapai itujuan itersebut.
49

 iPada idasarnya, ipokok 

tujuan idari isyariah iyakni imerealisasikan ikemanfaatan iuntuk iumat 

manusia i(mashâlih ial-’ibâd) ibaik iurusan idunia imaupun iurusan iakhirat. 

Berdasarkan ipandangan iulama iushul ifiqh iMaqâshid iAl-Syarî’ah 

terbagi ikepada: i1) iDharûrriyat, iyakni ikebutuhan iprimer imanusia dalam 

menciptakan ikemaslahatan idi idunia imaupun idi iakhirat, ikebutuhan 

tersebut imenurut iibnu itaimiyah imeliputi i: iperlindungan iagama i(hifdzu 

ad-diin), iperlindungan ijiwa i(hifdzu ian-nafs), iperlindungan iakan i(hifdzul 

‘aql), iperlindungan iketurunan i(hifdzu inasl) idan iperlindunganharta 

(hifdzul imal); i2) iHajiyat, iyakni ikebutuhan isekunder idan i3) iTahsiniyat, 

yakni ikebutuhan ipelengkap. 

Dalam Islam, kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah. 

Artinya, ia merupakan rahmat dan kebahagian baik bagi yang menerima 

kekuasaan maupun bagi rakyatnya. Karena itu, kekuasaan adalah amanah 

dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berkah 

menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang 

berhak menerimanya, dalam arti dipelihara dan dijalankan atau diterapkan 

dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip Islam yang digariskan dalam 

al-Qur’an dan dicontohkan dalam tradisi nabi. Dari penjelasan diatas, kajian 

tentang kekuasaan sebagai amanah tercantum dalam al-Qur’an surah An-

Nisa ayat 58: 

ه  وُا ا ااُه اِنَّ اللّٰ رُُكمُُُ  اهنُ ؤُ ده ۙ  تِ اِلٰٓ نٰ رٰ  أْه هَ ِِ ُْ مُتُُ  ب هيُْه النَّۙسِ اهنُ تَهُكُمُوُا بِِلُعهدُلِ ۗ  اه ه   هاِذها حهكه  ععِِمَّۙ اِنَّ اللّٰ

ه  ۗۗ  ٖ  يهعِظُكُُ  بِه ۙ  اِنَّ اللّٰ ع ُع  بهصِع ُك  ا ۞  مهۙنه مِهِ  
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Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan 

amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila 

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” 

(Q.S. An-Nisa: 58). 

Proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh pemerintah 

kepada pihak yang menerima informasi (masyarakat) tersebut harus 

disampaikan secara terbuka dan jujur. Namun, perkembangan media 

komunikasi sekarang ini, masyarakat sebagai pihak yang menerima 

informasi dengan mudahnya untuk mendapatkan informasi yang disebarkan 

melalui media sosial tanpa melakukan pengecekan akan kebenaran informasi 

yang didapatkan. Hal ini disampaikan didalam al-Qur’an surah Al-Hujarat 

ayat 6, yang berbunyi: 

هَ يٰهٓ  ۙ  رهنُ وُٓ ۙ الَّذِيُنه اٰ ي وا سِق   ا اِنُ جه ۙ  بنِ هبهٍۙ ف هت هب هع َّنُ وُٓ  ءهمُُ  فهۙ بُ وُا ق هوُر  ۙلهةٍ ف هتُصُبِحُوُا عهِٰ  ا اهنُ ؤُصِع ُ هَ ى بِِه

ُِتُُ  عٰ  دِرِيُْه رهۙ ف هعه  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik 

datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar 

kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), 

yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujarat:6). 

Dalam surat al-Hujarat ayat 6 ini dijelaskan mengenai keharusan 

seseorang dalam menerima suatu informasi dengan lebih berhati-hati. Hal ini 

apabila dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa 

informasi yang dilandaskan sebagai salah satu bentuk jembatan untuk 

berinteraksi antara komunikator dengan komunikan dengan sama-sama 

memiliki sikap tabayyun. Artinya, informasi yang disampaikan telah melalui 

tahap pengecekan. Sehingga komunikator dalam menyampaikan informasi, 

maka dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum disebarluaskan. Hal ini 

sesuai dengan kewajiban badan publik untuk menyampaikan informasi 
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secara jujur dan akurat sesuai dengan fakta, dengan begitu informasi yang 

disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. 

Prinsip keadilan merupakan sesuatu yang senantiasa diperjuangkan 

dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip 

keseimbangan dalam kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan 

dengan baik, maka keseimbangan tatanan kehidupan dunia akan terpelihara 

dan terjaga, sebaliknya bila keadilan sudah tidak dapat ditegakkan maka 

keseimbangan tidak akan tercapai dan tatanan kehidupan pun akan 

mengalami goncangan. Diantaranya ayat-ayat yang memerintahkan manusia 

untuk menegakkan keadilan yaitu: 

ۙ الَّذِيُنه اٰ يٰهٓ  هَ نُ وُا مُوُعُ وُ ي وا ا  ره ده هَ يُنِ  هااُهقُ كهبِيُْه ۚ  هلهوُ عهِٰٓ ءه للِّٰ ا ق هوَّارِيُْه بِِلُقِسُطِ شُ اِنُ  ى اهعُ فُسِكُُ  اهِ  الُوهالِده
للُّٰ  ه  ا اهُ  ؤُ عُكضُِوُاۗٓ ٖ   هاِنُ ؤ هُِو ى اهنُ ؤ هعُدِلُوُا ۚفهلَه ؤ هتَّبِعُوا الُْهوٰٓ   ِِِمهۗۙ  اهُ لٰ يَّكُنُ غهنِعًّۙ اهُ  فهقِع ُك ا فهۙ  مهۙنه فهِۙنَّ اللّٰ

بِع ُك ا ُِوُنه خه  بِهۙ ؤ هعُمه

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, 

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan.” (An-Nisa : 135). 

Prinsip persamaan ditemukan dalam Al-Qur‟an Surat Al-Hujurat 

Ayat ke 10 yang bebunyi: 

ه  وُُنه  لهعهَّكُُ  اِنََّّهۙ الُمُدُرِنُ وُنه اِخُوهة  فههۙصُِِحُوُا ب هيُْه اهخهوهيُكُُ    هاؤ َّقُوا اللّٰ   ؤُ كُحَه

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah 

kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. “ (Q.S. Al-Hujarat: 10). 



57 

 

Kalangan iulama ifiqih imemberikan ibatasan itentang ibagaimana 

seharusnya iseorang ipemimpin iberbuat iuntuk iumat idalam iIslam. iUntuk 

mewujudkan iPemerintahan iyang ibaik idan imencapai inilai-nilai 

kemaslahatan, iIslam imemiliki ibanyak ikaidah iyang iharus idipatuhi idan 

diimplementasikan ioleh iPemerintah iatau ipemimpin. 

Transparansi ijika iditinjau idari isegi ifiqh isiyasah imerupakan 

bentuk ijihad iPemerintah idan imasyarakat. iPada isatu isisi iPemerintah 

dituntut imenghasilkan isebuah ikebijakan iyang imengutamakan 

kemaslahatan irakyat iserta imenjauhkan idari inilai ikemudharatan idan idi 

sisi ilain imasyarakat idiharapkan imemiliki isikap iketa’atan idan 

kedisiplinan idalam imenjalankan ikebijakan iyang itelah iditetapkan 

tersebut. iPemerintahan imasyarakat iharus imengutamakan ikepentingan 

utama idemi ikemaslahatan ibersama, isuatu ikeharusan imengesampingkan 

nilai-niali iego iyang idapat imenghambat ipenanganan iCovid-19, iseperti: 

primodialisme ipolitik, ifanatisme iagama, idan ilain isebagainya. 
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BAB EMPAT 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Dari ulasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Transparansi Informasi Data Pasien Covid-19 adalah peraturan 

perundangan telah mengatur syarat apa saja yang bisa menjadi alasan 

pembukaan rahasia kedokteran dan rekam medis yang mana pada 

keduanya dapat berisi data pribadi pasien. Dengan adanya syarat yang 

disebutkan dengan frasa seperti “atas perintah perundang-undangan,” 

“demi kepentingan umum,” “dalam kondisi wabah,” “kepentingan 

masyarakat,” maka kondisi pandemi Covid-19 jelas termasuk dalam 

syarat pengecualian tersebut. Walaupun, perlu dikaji lebih lanjut 

seberapa jauh data pribadi pasien dapat dibuka, bagaimana pengelolaan 

yang baik terhadap pembukaan data medis tersebut. Hukum kesehatan 

yang awalnya sebatas data pribadi pasien menjadi data pribadi 

masyarakat. Pada dasarnya informasi pasien bersifat rahasia, 

pembukaannya jelas diizinkan oleh lebih dari satu peraturan 

perundangan. Pembukaan data ini dapat dimanfaatkan untuk Sistem 

Informasi Kesehatan yang membantu dalam penekanan penyebaran 

Covid-19. 

2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik rekam medis 

daripada pasien Covid-19 yaitu Perlindungan hukum merupakan sebuah 

perlindungan yang berbentuk suatu perangkat baik bersifat preventif atau 

represif dan berbentuk lisan maupun tertulis yang diberikan kepada 

individu atau subjek hukum. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi 

warga negara, namun di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban 

bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi 
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negaranya. Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum 

berdasarkan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah 

Negara Hukum”. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Indonesia 

ialah negara yang berdasarkan atas hukum. 

3. Ditinjau idari isegi ifiqh isiyasah imerupakan bentuk ijihad iPemerintah 

dan imasyarakat. iPada isatu isisi iPemerintah dituntut imenghasilkan 

sebuah ikebijakan iyang imengutamakan kemaslahatan irakyat iserta 

menjauhkan idari inilai ikemudharatan idan idi sisi ilain imasyarakat 

diharapkan imemiliki isikap iketa’atan idan kedisiplinan idalam 

menjalankan ikebijakan iyang itelah iditetapkan tersebut. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian tersebut, diajukan beberapa saran yang mungkin 

dapat dijadikan pertimbangan untuk arah yang lebih positif. 

1. Adanya kasus Covid-19 ini menjadi suatu kekhawatiran dalam 

masyarakat, maka diperlukannya adanya keterbukaan dengan 

mempertimbangkan syarat yang disebutkan dengan frasa seperti “atas 

perintah perundang-undangan,” “demi kepentingan umum,” “dalam 

kondisi wabah,” “kepentingan masyarakat,”. 

2. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang sudah ada, dengan mempertimbangkan dari segi politik, HAM, dan 

masyarakat sehingga semua merasa adil dengan adanya transparansi data 

pasien Covid 19 ini. 
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